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ABSTRAK
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Penelitian ini mengkaji mengenai Pertimbangan Hakim Mahkamah Rendah
Syariah Daerah Barat Daya, Pulau Pinang mengenai perwalian anak hasil
nikah siri. Kasus nikah siri sering kedengaran dalam masyarakat di Malaysia
masih belum mengetahui dan masih samar-samar tentang pelbagai dampak
buruk akibat nikah siri atau lebih dikenali sebagai nikah tanpa melakukan
pencatatan termasuklah perwalian nikah ke atas anak hasil nikah siri
tersebut. Nikah tanpa pencatatan adalah sah menurut hukum Islam namun
tidak pula menurut undang-undang karena tiada bukti otentik yang
mengukuhkan pernikahan satu pasangan. Selain itu, nikah siri adalah nikah
yang sah menurut Islam namun sering menjadi tidak sah akibat dinikahkan
oleh jurunikah yang tidak dilantik oleh Pejabat Agama atau Mahkamah
Syariah di Malaysia. Setelah pernikahan tersebut tidak sah, namun pasangan
dikurniakan anak dan kedudukan anak tersebut tidak sah taraf. Oleh karena
itu, tujuan daripada penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana
Pertimbangan Hakim dalam kasus perwalian anak hasil nikah siri ditinjau
dari Figh Munakahat dan dari Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam
Pulau Pinang (2004). Peneliti menggunakan Metode Penelitian Hukum
Normatif serta Analisis Penelitian Perpustakaan dilakukan dengan Metode
Deskriptif Analisis yaitu menganalisis Data Primer yaitu putusan hakim yang
diperoleh dari Mahkamah atas perkara perwalian nikah ke atas anak hasil
nikah siri. Serta Data Sekunder diperoleh daripada buku-buku, kitab-kitab
figh dan lain-lain. Selain itu, peneliti juga menggunakan Metode Interview,
dengan melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi dan referensi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hukum Islam, nikah siri di Thailand
yang memenuhi syarat dan rukun nikah adalah sah namun menjadi tidak sah
sekiranya tidak mendapat kebenaran di pejabat agama atau rukun nikah tidak
sempurna. Menurut Seksyen 25 Undang-Undang Keluarga Islam Negeri
Pulau Pinang (2004):

Perkahwinan selepas tarikh yang ditetapkan tiap-tiap orang yang
bermastautin dalam Negeri Pulau Pinang dan perkahwinan tiap-tiap orang
yang tinggal di luar negeri tetapi bermastautin dalam Negeri Pulau Pinang
hendaklah didaftarkan mengikut Enakmen ini.
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TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari

bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman

untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang

penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan
No. | Arab | Latin Ket No. | Arab Latin | Ket
1 | T_idak il n ; t dengan titik di
dilambangkan ’ bawahnya
2 o b Wl n . z dengan titik di
y ’ bawahnya
3 < t YA g 6
& . s dengan titik di | 4 | -
4 > atasnya ¢ gh
5 d j Yo | f
h dengan titik di | -
6 |t b bawahnya 9 q
7 ¢ kh Yy |4 %
8 3 d v old I
9 3 5 z dengan titik di aff m
atasnya
10 | o r FR— n
11 | 3 z e e w
12 o S Yv 1 h
13 | & sy YA | s ’
s dengan titik di | 4
14 ] e ¥ bawahnya ¢ y
. d dengan titik di
15 | d bawahnya
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2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau

harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin
& Fathah A

Kasrah I

Dammah U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan

antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Nama Gabungan
Huruf Huruf
SO Fathah dan ya Ai
5 o Fathah dan wau Au

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Nama Huruf dan tanda
Huruf
sl & Fathah dan alif atau ya | A
S o Kasrah dan ya I
S5 Dammah dan wau p
Contoh
J8 = gala
=) =rama

d8 = gila




4. Ta Marbutah (3)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Tamarbutah () hidup
Ta marbutah ( 3) yang hidup atau mendapat harkat fatkah, kasrah dan
dammah, transliterasinya adalah t.

b. Tamarbutah (&) mati
Ta marbutah (' 3) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya
adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah ( 3) diikuti oleh kata
yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah

maka ta marbutah ( 3) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:
JibY &3 raudah al-agfal/ raudatul ayfal

a)}wU\ :\HN\ : al-Madinah al-Munawwarah/ al-Madinatul Munawwarah
islb  : Talhah

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa
transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya
ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti

Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah amanah dari Allah dan untuk menyempurnakan
amanah Allah wajib memenuhi lima rukun nikah yaitu calon suami, calon istri,
wali, dua saksi an ijab. Ketiadaan salah satu rukun akan menyebabkan
pernikahan menjadi batal dan batal. Keberadaan wali merupakan salah satu
rukun pernikahan. Wali memainkan peran penting dalam mengatur
pernikahan wanita di bawah asuhannya. Rupanya hikmah Islam menempatkan
wali dalam sebuah pernikahan adalah untuk menjaga kesejahteraan,
kepentingan dan kesejahteraan seorang wanita yang akan dinikahi.*

Seorang wanita tidak berhak mengawini dirinya sendiri meskipun dia
berhak menerima suami yang dia kehendaki tetapi hak ini terikat dengan izin
walinya. Hal ini karena, pernikahan tidak sah tanpa kehadiran wali dan wanita
juga tidak diperbolehkan untuk mewakilkan kepada siapa pun selain wali
untuk menikah dengannya. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an tentang
kewajiban kehadiran wali dalam suatu perkawinan agar sah menurut hukum

Islam. Firman Allah dalam Al-Qur'an yang berbunyi:

! Mukhsin Nyak Umar, Kedudukan wali pernikahan dalam Islam: Kajian
perbandingan menurut empat mazhab, (Universiti Sains Malaysia, 1998), him. 4

2 QS. Al-Bagarah [2]:232

15
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Artinya : Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu habis masa
iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi
mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah
terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf.
Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di
antara dengan ajaran agama dan pola perkawinan menyamai
cara barat yang bertentangan dengan pandangan hidup
masyarakat serta pola perkawinan yang mengikut adat
kebiasaan namun tidak sesuai dengan perkembangan
masyarakat dan zaman. Misalnya, perkawinan secara paksa,
perkawinan anak bawah umur, perkawinan poligami secara
bebas dan perkawinan liar yang boleh mengakibatkan
penceraian.®(QS. Al-Bagarah(2):232)

Seperti di Malaysia, administrasi dalam pernikahan orang Islam
dikelola oleh Departemen Agama di bawah masing-masing pemerintah negara
bagian misalnya Undang-Undang Perkawinan Negari Pulau Pinang terletak di
Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Pulau Pinang tahun 2004. Namun,
sebagian besar pernikahan siri terjadi di masyarakat Malaysia, uniknya praktik
pernikahan yang tidak mendapatkan konfirmasi ini diterapkan di Thailand.
Antara daerah Thailand yang sering dijadikan tempat menggelar pernikahan
seperti Songkhala, Satun, Yala, Narathiwat dan Pattani. Artinya, praktik
perkawinan orang Malaysia lebih banyak dilakukan di Thailand daripada di
negaranya sendiri.* Hal ini karena, prosedur dan proses perkawinan di

Thailand lebih lebih cepat dan biayanya yang murah.

% Irfan Islami, Perkawinan di bawah tangan (kawin siri) dan akibat
hukumnya, Vol.8, No.1, (Jakarta: Universitas YARSI), him. 70

4 Hendri, Problematika Hukum Perkawinan, Vol.20, No.l, Riau:
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, (2020), him.31
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Nikah siri di Malaysia dibagi menjadi empat kategori. Pertama,
perkawinan yang tidak sesuai dengan Undang-undang atau Hukum Keluarga
Islam. Kedua, perkawinan tanpa izin dari Panitera Perkawinan, Perceraian dan
Rujukan dari kabupaten yang bersangkutan. Ketiga, perkawinan yang
dilakukan tanpa izin hakim syar'i bagi yang ingin berpoligami, perkawinan di
bawah umur, wali yang enggan dan lain-lain yang memerlukan izin tertulis
dari hakim syar'i. Keempat, perkawinan sindikat yang dilakukan di daerah
sendiri tanpa seizin wali dan juga pencatat cerai. Setiap pasangan yang
melangsungkan perkawinan di luar negeri harus mengukuhkan
perkawinannya di Pengadilan Syariah sebelum mendaftarkan perkawinannya
pada pejabat agama. Prosesnya sangat penting karena tidak semua pernikahan
diadakan di luar negara adalah sah dan lebih parah lagi jika perkawinan
tersebut menggunakan jasa sindikat.®

Dari uraian di atas, dalam menentukan sahnya suatu perkawinan selain
berdasarkan agama dan kepercayaan juga harus didaftarkan ke Pengadilan
Syariah sesuai dengan yang berlaku di masing-masing negara.® Pencatatan
perkawinan bertujuan agar peristiwa perkawinan itu menjadi jelas, terbukti,
dan diakui oleh peraturan perundang-undangan. Pencatatan perkawinan
dianggap penting untuk menentukan kedudukan hukum seseorang, dimana
kedudukan hukum itu membawa hak dan wewenang untuk bertindak dalam
hukum dan negara. Selain itu, pencatatan perkawinan juga penting sebagai

upaya untuk menegakkan ketertiban dalam masyarakat, melindungi kesucian

5 Diakses melalui situs https://www.mingguanwanita.my/status-anak-tak-
sah-taraf-hasil-perkahwinan-di-luar-negara-mak-ayah-jangan-ambil-mudah/amp/,
pada tanggal 29/10/2021, pada jam 9.06

Diakses melalui situs https://peguamsyariefas.com.my/tag/pengesahan-nikah/, pada
tanggal 2/5/2021, pada jam 21.00



https://peguamsyariefas.com.my/tag/pengesahan-nikah/
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pernikahan dan bertujuan khusus dalam melindungi perempuan dalam rumah
tangga.’

Di kalangan umat Islam masih ada yang berpegang teguh pada
pemahaman bahwa pernikahan itu sah jika dilakukan berdasarkan ketentuan
Islam karena sejak zaman Nabi SAW para sahabat hingga abad ke-18 belum
mengetahui adanya pencatatan nikah sehingga ada dasar syari'at suatu negara
yang menetapkan hukum wajib adanya pencatatan perkawinan di suatu
negara. Pencatatan nikah tidak diatur dalam hukum Islam baik Al-Qur'an
maupun As-Sunnah karena pencatatan nikah bukan merupakan penetapan
yang dijadikan rukun atau syarat mutlak sah atau tidaknya suatu perkawinan
menurut Islam.®

Namun, hanya kewajiban administratif yang diwajibkan oleh undang-
undang untuk memenuhi fungsi negara untuk menjamin perlindungan dan
pemenuhan hak asasi manusia yang bersangkutan. Perkawinan yang tidak
dicatat dalam akta nikah dianggap tidak ada di negara tersebut dan tidak
memiliki kepastian hukum serta menimbulkan akibat dari perkawinan tersebut
dalam hal hubungan perkawinan, hak, kewajiban, harta benda atau kekayaan
pasangan dan hubungan antara orang tua dan anak yang lahir dari perkawinan

mereka.®

7 Dian Mustika, Pencatatan Perkawinan dalam Undang-Undang Hukum Keluarga di
dunia Islam (Skripsi tidak dipublikasi), 2013, him.52

8 Faridlotul, Perwalian nikah akibat perkawinan siri(Skripsi tidak dipublikasi),
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang:2015, him.122

® Fahmi Basyar, Prosedur Pencatatan Perkawinan dan Penceraian di negara
Indonesia dan Malaysia perspektif hukum Islam, Vol.1, No.1,( Sekolah Tinggi Agama Islam
Cendekia Insani Sitabondo:2017), him.90
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Berdasarkan putusan pengadilan, siapa pun yang menikah di luar
negeri dan tidak melakukan pengukuhan di Pengadilan Syariah diperintahkan
untuk melakukan Itsbat Nikah oleh Pejabat Agama karena tidak dapat
menunjukkan akta nikah yang sah dari Thailand. Selama perkawinan tersebut
belum dicatatkan, dianggap tidak sah menurut ketentuan undang-undang
sekalipun telah memenuhi tata cara dan aturan menurut ketentuan agama. Hal
ini dapat menimbulkan keraguan terhadap status anak yang lahir dari
perkawinan tersebut apakah termasuk anak sah atau tidak.

Untuk bisa menjawab persoalan apakah status perwalian anak hasil
nikah siri, penulis tertarik untuk menuangkan hasil penulisan ilmiahnya
berdasarkan putusan hakim terhadap salah satu kasus yang terdapat di
Mahkamah Rendah Syariah Pulau Pinang yaitu KES MAL NO. 07004-051-
0412 TAHUN 2020 Nur Wadihan Nabilah Binti Arifin, mengenai perwalian
anak hasil dari nikah siri menurut seksyen 13(b) Enakmen Undang-Undang
Keluarga Islam (Negeri Pulau Pinang) 2004. Oleh itu, penulis ingin
membahaskan permasalahan ini dan menghasilkan suatu karya ilmiah dalam
bentuk skripsi dengan judul “ PERWALIAN ANAK HASIL NIKAH SIRI

(Analisis putusan di Mahkamah Syariah Pulau Pinang)”
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, untuk memperjelas lebih dalam masalah
yang dibahas dan memberi panduan dalam melaksanakan pengumpulan
materi, maka penulis membuat rumusan masalah berdasarkan penelitian
seperti berikut:

1. Bagaimana status anak hasil nikah siri menurut hukum Islam dan

Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Pulau Pinang?

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam dan Enakmen Undang-Undang

Keluarga Islam terhadap putusan hakim dalam perwalian anak dalam

nikah siri di Pulau Pinang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan daripada penelitian ini sendiri adalah meluaskan pengetahuan
dan mengembangkan wawasan kepada semua masyarakat untuk mengetahui
dengan lebih terperinci tentang tujuan penelitian ini dijalankan seperti

kenyataan berikut:

1. ‘Untuk memahami status anak hasil nikah siri menurut hukum Islam
dan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam.

2. Untuk memahami Tinjauan Hukum Islam dan Enakmen Undang-
Undang Keluarga Islam terhadap putusan Hakim dalam perwalian

Anak hasil nikah siri.
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D. Penjelasan istilah

Untuk mengelakkan sebarang kekeliruan dalam memahami istilah-
istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, maka di sini akan diperjelaskan
istilah-istilah berikut:

1) Nikah siri

Nikah diri adalah nikah secara sembunyi-sembunyi namun proses
pernikahan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku dalam Islam,
seperti adanya wali, saksi dan ijab gabul, namun tidak dilakukan
pencatatan di kantor urusan agama(KUA) oleh Pegawai Pencatat Nikah.°
2) Enakmen

Enakmen adalah sebarang undang-undang yang digubal, dipinda
dan dibahas dalam Dewan Undangan Negeri(DUN) dan negeri-negeri
Semenanjung serta Sabah selepas kemerdekaan yang dibuat oleh negeri
masing-masing.*!
3) Pendaftar nikah

Pendaftar artinya Pendaftar Kanan Pernikahan, Penceraian dan
Ruju’ orang yang dilantik di bawah Undang-Undang keluarga Islam yang
bertanggungjawab dalam menerima permohonan kebenaran perkawinan.*2
4) Mahkamah Syariah

Mahkamah Syariah adalah insitusi kehakiman yang membicarakan
serta menjatuhkan hukuman ke atas orang Islam bagi kesalahan sivil dan

jenayah agama mengikut bidang kuasa yang diperuntukkan untuknya.3

10 Ahmad Sobari, Nikah siri dalam perspektif Islam, Universitas Ibn Khaldun Bogor
Vol.1, No.1, 2013, him.49

"Diakses melalui http://halisfansuri.wordpress.com/2012/01/23/antara-tiga3-darijat-
akta-enakmen-dan-ordinan, pada 15/6/2021, pada jam 15.45

12 Diakses melalui http://www.sppim.gov.my/pdf/panduan/panduan
_pengurusan_nikah,pada tanggal 15/6/2021, pada jam 21.37

Diakses melalui https://ms.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_ Syariah_di_Malaysia,
pada tanggal 15/6/2021, pada jam 21.41
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E. Kajian pustaka

Kajian Pustaka merupakan kesempatan bagi penulis untuk mencari
informasi dan mendapatkan gambaran awal tentang topik yang akan diteliti.
Penulis melakukan tinjauan pustaka untuk membaca karya ilmiah yang
berkaitan dengan penulisan skripsi seperti buku, majalah, dan karya ilmiah
lainnya. Setelah melakukan tinjauan pustaka, penulis mengetahui bahwa
sampai saat ini telah dilakukan beberapa penelitian mengenai masalah
kedudukan perwalian perkawinan anak apabila orang tua merupakan hasil
perkawinan siri. Namun, sepanjang pengetahuan penulis, belum ada yang
membahas dan meneliti secara khusus tentang ijab kabul kembali calon
pengantin dalam penggantian wali nasab menjadi wali hakim akibat
perkawinan berantai. Analisis di Pengadilan Subordinasi Syariah Penang,
Malaysia.

Diantaranya adalah skripsi yang ditulis oleh, Abik Rifal Mubarok,
mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Puwokerto berjudul "Penetapan Perwalian
Bagi Anak Perempuan Hasil Perkawinan Berurutan Dalam Perspektif Figh
Islam KUA Puwokerto Timur Bayunmas"”. Dalam skripsi ini, penulis
membahas tentang bagaimana menentukan wali nikah bagi anak perempuan
dari rangkaian perkawinan yang dilakukan oleh KUA. Dimana kesimpulan
dari tulisan penulis ini mengatakan, hukum perkawinan di Indonesia
menyamakan kedudukan anak kawin sinetron dengan anak luar kawin. Di
Malaysia anak nikah siri masih dianggap anak sah, hanya saja tidak ada

pencatatan perkawinan oleh orang tua.'*

14 Abik Rifal Mubarok, Penentuan Wali Nikah bagi Anak Perempuan Hasil Nikah
Siri di KUA Puwokerto Timur Bayunmas Perspektif Figh Islam(Skripsi tidak dipublikasikan),
Fakultas Syariah IAIN Puwokerto:2018, him. 93
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Selanjutnya, jurnal yang ditulis oleh M. Yusof dosen Fakultas Dakwah
dan Komunikasi UIN Ar-Raniry berjudul “Dampak Nikah Siri Terhadap
Perilaku Keluarga”. Dimana, penulis membahas tentang keberlangsungan
tanggung jawab suami terhadap keluarga dan anak akibat berlakunya hukum
negara terhadap status hukum keturunan suami dan dapat menghilangkan hak
anak dalam mewaris dan suami kehilangan tanggung jawab atas perannya
sebagai suami terhadap istri dan ayah kepada anak-anak. Penulis berpendapat,
pencatatan perkawinan sangat penting untuk mewujudkan kekuatan hukum
antara hubungan ayah dan anak.*®

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Rizki Akbar yang berjudul “Tinjauan
Status Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran Di Bawah
Tangan (nikah siri)”. Dalam jurnal ini, penulis pada awalnya membahas
tentang status anak dari rangkaian perkawinan tidak sah dan hanya memiliki
hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Namun, untuk
membuktikan bahwa ayah memiliki hubungan darah dengan anaknya dapat
dibuktikan dengan alat teknologi atau alat bukti lain menurut hukum untuk
menentukan status kewarganegaraan anak. Penulis berpendapat bahwa
rekaman tersebut sangat penting sebagai bukti tertulis untuk mempererat
hubungan antara ayah dan anak serta mempermudah penentuan status
kewarganegaraan anak.'®

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Ahmad Sahri, mahasiswa Fakultas
Agama Islam Universitas Ibnu Khaldun berjudul “Kedudukan Hukum Nikah
Berantai Menurut Madzhab Syafi'l dan Maliki”. Dimana, dalam jurnal ini
penulis membahas tentang perbedaan pendapat madzhab Syafi'l dan Maliki

tentang kedudukan nikah siri adalah nikah yang tidak dihadiri oleh saksi

15 M.Yusof, Dampak Nikah Siri terhadap Perilaku Keluarga, Fakultas Syariah
Universitas Riau, Jurnal At Tarjih, Vol.2, No.2 2019, him. 106-107

16 Rizki Akbar, Tinjauan terhadap Status Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan
Campuran di Bawah Tangan (nikah siri), Fakultas Syariah Universitas Riau:2013, him. 13
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sedangkan mazhab Maliki juga mengatakan nikah siri adalah nikah yang
dirahasiakan dari pihak mempelai wanita, keluarga atau masyarakat,
berdasarkan permintaan suami atas saksi-saksi. Namun, kedua pendapat
tersebut berpedoman pada sumber Al-Qur'an dan As-Sunnah. Penulis
berpendapat bahwa nikah siri tidak diperbolehkan karena terdapat kecacatan
pada rukun dan syarat nikah yang menyebabkan nikah menjadi tidak sah.’

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Anshori, mahasiswa Program Studi
IlImu Islam Konsentrasi Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Surabaya, berjudul "Perwalian Bagi Wanita Hasil Nikah Berurutan Menurut
Perspektif Figh dan Hukum Perkawinan”. Dalam skripsi ini, penulis
membahas persamaan dan perbedaan pandangan figih dan hukum perkawinan
terhadap wali nikah perempuan akibat perkawinan berantai. Kesamaan
tersebut adalah pengakuan keabsahan akad nikah, yang mengakibatkan
terjadinya hubungan perwalian bagi suami dari wanita yang melahirkannya
(ayah kandung). Menurut Figh, status anak dinyatakan sebagai anak yang sah,
tetapi menurut UU Perkawinan, anak dinyatakan sebagai anak tidak sah.
Dengan demikian, penulis berpendapat bahwa wali perkawinan perempuan
dari perkawinan berantai adalah wali garis keturunan, sedangkan wali
perkawinan bagi anak dari perkawinan berantai menurut UU Perkawinan
adalah wali hakim.*®

Terakhir, skripsi yang ditulis oleh Ali Geno Berutu, mahasiswa
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah berjudul "Perkawinan Di Bawah
Tangan Dampak dan Solusi”. Dimana, penulis meneliti terkait dampak dan

solusi ketika terjadinya pernikahan berantai karena pada kenyataannya

17 Ahmad Sahri, Kedudukan Hukum Nikah Sivi Menurut Madzhab Syafi’I dan Maliki,
Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khaldun, Vol.1, No.1, 2013, him. 121

18 Anshori, Wali Nikah Bagi Wanita Hasil Nikah Siri Menurut Perspektif Fikih dan
dan Undang-Undang Perkawinan, Fakultas Program Studi Ilmu Keislaman Konsentrasi
Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2011, him.122
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pernikahan berantai membawa banyak akibat buruk setelah menikah. Diantara
pemecahannya adalah kawin lagi yang harus disertai dengan pencatatan
perkawinan oleh pejabat yang berwenang mencatat perkawinan tersebut.
Penulis berpendapat, pencatatan perkawinan penting untuk kejelasan status
perkawinan dan status anak yang lahir setelah perkawinan kembali sebagai
anak sah yang lahir dalam perkawinan.*®

F. Metode Penelitian

Pada setiap usaha penulisan karya ilmiah, memerlukan data
yang lengkap serta sebuah metode tertentu sesuai dengan
permasalahan yang menjadi topik pembahasan. Berdasarkan rumusan
masalahnya, maka metode penelitian yang digunakan adalah kajian
kepustakaan (library research) dan kajian lapangan (field research).
Metode tersebut dilaksanakan melalui langkah-langkah berikut:

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah
Teknik Pengumpulan Data Penelitian Kasus dan Penelitian Lapangan.
Penelitian kasus dan penelitian lapangan yang bertujuan untuk
mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang
dan interaksi lingkungan suatu unit sosial yaitu individu, kelompok
dan masyarakat.?

2. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian adalah paling penting dalam sebuah penelitian.
Hal ini karena, penelitian dapat difokuskan pada suatu lokasi penelitian

sahaja. Dalam penelitian ini, lokasi penelitian penulis adalah di Negeri

19 Ali Geno Berutu, Pernikahan di Bawah Tangan Dampak dan Solusinya, mahasiwa
Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014, him. 19-20

20 Suryana, Metodologi Penelitian, Universitas Pendidikan Indonesia, 2010, him. 18
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Pulau Pinang. Di lokasi penelitian tersebut, penulis akan
mengumpulkan informasi dan meneliti data yang diperolehinya dari
observasi, wawancara serta dokumentasi dengan masyarakat setempat
di lokasi penelitian tersebut.
3. Teknik Pengumpulan Data
Dalam suatu penelitian, data atau informasi perlu dikumpulkan
untuk dijadikan dasar kajian (analisis atau kesimpulan).?! Maka,
penulis menggunakan beberapa metode untuk mengumpulkan data
yang diperlukan. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
a) Observasi
Observasi meliputi melakukan pencatatan secara sistematik
kejadian, perilaku, objek2 yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan
dalam menyokong penelitian yang sedang dilakukan. Peneliti harus
melakukan observasi yang terfokus yaitu mulai menyempitkan data atau
informasi sehingga dapat menemukan pola-pola perilaku hubungan terus
menerus terjadi. Tujuan observasi adalah untuk menemukan
antarhubungan yang kompleks dengan latar belakang sosial yang alami.??
b) Wawancara
Wawancara adalah proses yang melibatkan antara pewawancara
(interviewee) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai
(interviewee) melalui komunikasi langsung. Wawancara bertujuan
mencatat opini, perasaan, emosi dan hal lain berkaitan dengan individu

yang ada dalam organisasi. Oleh itu, setiap data wawancara dan informasi

21 Maulida, Teknik Pengumpulan Data dalam Metodologi Penelitian, Jurnal Ilmiah
Islam dan Sosial, 2020, hIm.72

22 Jonathan, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, (Jakarta: Graha llmu,
2006), him. 224
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akan dirakam atau dicatat oleh penulis sebagai bahan rujukan dan panduan

dalam penelitian ini.?

c) Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-
barang tertulis. Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti
menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku, majalah, transkrip,
peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.?*
4. Teknik Analisis Data

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah Teknik
Pengumpulan Data Penelitian Kasus dan Penelitian Lapangan adalah
metode yang memperoleh data dengan menganalisis data di tempat kajian.
Analisis data juga diperlukan agar penelitian mudah difahami dan
menemukan solusi tentang permasalahan penelitian yang tengah

dikerjakan.

5. Sumber Data
Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat
diperolehi. Pengertian data dari sudut ilmu sistem informasi adalah sebagai
fakta-fakta ataupun angka-angka yang secara relatif tidak berarti bagi
pemakai.
a) Sumber Data Primer
Data primer adalah pengambilan data dengan bukti pengamatan,

wawancara, catatan lapangan, dan penggunaan dokumen yaitu hasil yang

23 Risky Kawasati, Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif, Sekolah Tinggi
Agama Islam Negeri Sorong, 2020, him. 4

24 Sandu Siyato, Dasar Metodologi Penelitian, (Jakarta: Literasi Media Publishing,
2015), him. 75
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diperoleh dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan
kepada pengumpul data.

b) Sumber Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang digunakan untuk menyokong data
primer nyata yaitu melalui studi kepustakaan, dokumentasi, buku, majalah,
koran, arsip penulis yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti dalam

penelitian ini.?®

6. Teknik Penulisan

Sesuai dengan ketentuan yang telah ada, maka penulis berpedoman
pada petunjuk buku Pedoman Penulisan Skripsi yang telah diterbitkan oleh
Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry,
Darussalam, Banda Aceh 2021. Manakala untuk terjemahan ayat Al-

Quran, penulis lebih berpedoman kepada Al-Quran dan Terjemahannya.

% Hardani, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif, (Jakarta: CV Pustaka
lImu, 2020), him.43
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G. Sistematika Pembahasan

Bagi mendapatkan gambaran keseluruhan tentang pembahasan dalam skripsi,
serta mempermudahkan dalam proses penulisan skripsi ini perlu adanya
sistematika penulisan. Maka sistem pembahasan dari hasil penelitian akan
diuraikan dalam empat bab yang terperinci yaitu:

Bab satu merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian
pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan Tinjauan Umum Landasan Teoritis tentang
perwalian menurut Islam yang meliputi pembahasan terkait pengertian dan
dasar hukum wali. Seterusnya, syarat-syarat wali dan susunan wali yang
dianjurkan dalam Islam. Dilanjutkan pembahasan terkait pengertian nikah siri,
faktornya yang sering berlaku dalam masyarakat. Serta akibat nikah siri
terhadap perwalian anak dan sanksi apabila berlaku nikah siri.

Bab ketiga, merupakan judul hak perwalian anak hasil nikah siri yang
tinjauan mengenai wali yang berhak menikahkan, yaitu tentang profil lokasi
penelitian terletak di Mahkamah Rendah Syariah Pulau Pinang, Malaysia. Di
mana tempat berlakunya suatu penelitian itu dijalankan. Terangkum juga
putusan Mahkamah Rendah Syariah Pulau Pinang terhadap perwalian anak
dan juga dasar pertimbangan hakim terhadap pemutusan hak perwalian anak
tersebut. Kemudian penulis juga, membahas tentang kasus-kasus terkait
dengan perwalian yang terjadi dalam masyarakat serta dasar pertimbangan
hakim terhadap putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Terdapat juga Tinjauan
Hukum Islam dan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam terhadap
putusan pertimbangan hakim dalam kasus tersebut. Serta analisis penulis
terhadap tuntutan wali hakim yang diputuskan oleh Hakim di Mahkamah

Rendah Syariah Pulau Pinang.
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Bab keempat, adalah bab terakhir yang merupakan bab penutup yang
berisikan kesimpulan dari pembahasan bab sebelumnya. Serta saran dituju
yang dianggap perlu diperbaiki demi terwujudnya sebuah kesempurnaan

untuk perkembangan pengetahuan di masa akan datang.



BAB DUA
TINJAUAN UMUM SECARA TEORITIS TERKAIT
PERWALIAN ANAK HASIL NIKAH SIRI MENURUT
HUKUM ISLAM
DAN UNDANG-UNDANG

A. Pernikahan dalam Islam

1. Pengertian Nikah dan Dasar Hukumnya

Pernikahan dalam hal bahasa adalah pertemuan. Secara bahasa, kata an-
nikah (z\s), cukup unik, karena memiliki dua arti. Pertama, jimak adalah
persetubuhan atau persetubuhan badan dan disebut juga al-wath'u (s-).
Kedua, akad itu al-aqdu (31), artinya perjanjian, atau bisa juga berarti ikatan
atau kesepakatan. Secara terminologi, perkawinan adalah suatu perjanjian
atau kesepakatan untuk mengizinkan antara seorang pria dan seorang wanita
untuk melegalkan hubungan seksual antara kedua belah pihak untuk
menciptakan kehidupan keluarga yang dipenuhi dengan cinta dan kedamaian
(mawaddah wa rahmah) yang mendapat keridhaan Allah SWT.%

Menurut Al Fara’ mengatakan ‘An-Nukh’ adalah sebutan untuk
kemaluan namun disebut sebagai akad, karena merupakan penyebab
terjadinya kesepakatan itu sendiri. Sedangkan Al-Azhari mengatakan akar
nikah dalam ungkapan bahasa Arab berarti hubungan badan dan dikatakan
pula, bahwa berpasangan itu juga merupakan salah satu dari makna nikah

karena ia menjadi penyebab adanya hubungan badan.?’ Para Ulama figh

% Dwi Dasa Suryantoro, Nikah dalam pandangan hukum Islam, Jurnal
Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Keislaman, Vol.7, No.2, Situbondo, 2021,
him. 38

27 Kamil Muhammad, Figh Wanita Edisi Lengkap, (Jakarta:PUSTAKA
AL KAUTSAR, 2016), HIm.396
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pengikut Empat Mazhab yang terdiri daripada Syafi’l, Hanafi, Maliki dan
Hanbali pada umumnya mendefinisikan nikah yaitu akad yang membawa
kebolehan(bagi seorang laki-laki untuk berhubungan dengan seorang
perempuan) dengan diawali lafaz nikah atau kawin, atau makna yang serupa
dengan kedua kata tersebut.?®

Menurut Figh Munakahat pula, jelaslah bahwa pengertian nikah menurut
istilah adalah satu konteks akad dengan menggunakan lafaz inkahatau tazwij
atau terjemahannya setelah syarat-syarat dan rukun-rukun semuanya
terpenuhi, kemudian setelah akad selesai maka halal untuk melakukan
hubungan biologis. ?°
Firman Allah dalam Surah Ar-Rum ayat 21 yaitu:

Cw)juyv&g:};;\gﬁ\&@ubivﬁmmwvﬁdbj 28
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Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia

menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya

kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan

dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat
tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.(QS. Ar-Rum[30]:21)

28 \Wahyu Wibisana, Pernikahan Dalam Islam, Jurnal Pendidikan Agama
Islam, Vol.14, No.2, Department Pendidikan Umum FPIPS UPI, 2016, him. 186

29 Kosim, Figh Munakahat I,( Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2019),
him.5

30 QS Ar-Rum (30):21
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Pernikahan merupakan satu perintah agama yang diatur dalam syariat
Islam dan merupakan satu-satunya jalan penyaluran seks yang disahkan dalam
agama Islam. Dari sudut pandang ini, maka pada saat orang melaksanakan
pernikahan dalam waktu yang bersamaan dia juga memiliki keinginan untuk
melakukan perintah agama(syariat), namun juga memiliki keinginan untuk
memenuhi kebutuhan biologisnya yang secara kodrat memang harus
diteruskan.®! Pernikahan juga untuk merealisasi janji Allah menjadikan kaum
perempuan sebagai istri dari jenis laki-laki, agar nyata kecocokan dan
sempurna kemanusiaannya. Selain itu, pernikahan juga mewujudkan rasa
mawaddah dan rahmah antara keduanya supaya saling membantu dan
melengkapi kehidupan. Ayat tersebut dipertegas dalam sabda Rasulullah
SAW:
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Artinya: Dari Abdullah Ra bahwa Rasulullah SAW telah
bersabda kepada kita: Hai para muda barangsiapa di antaramu
mampu untuk kawin maka kawinlah, karena sesungguhnya
perkawinan itu akan dapat menahan pandangan mata dan dapat
melindungi kemaluan(alat kelamin), dan barangsiapa yang
tidak mampu kawin maka hendaklah puasa untuk mengurangi

hawa nafsu terhadap wanita.(HR Muslim)

31 Ahmad Atabik, Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam, YUDISIA,
Vol.5, No.2, STAIN Kudus, 2014, HIm.286
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Banyak hadits yang menjelaskan tentang anjuran menikah, yang
merupakan penegasan bahwa pernikahan adalah salah satu ibadah suci yang
akan mendatangkan banyak pahala jika dilakukan dengan ikhlas. Oleh karena
itu tidak diragukan lagi bahwa tujuan perkawinan adalah untuk kelangsungan
hidup umat manusia dan untuk menjaga martabat dan kemurnian keturunan,
membentuk keluarga yang berkekalan, bahagia, sejahtera dan lahirnya
keturunan yang berkualitas baik dari segi agama maupun kecakapan duniawi

dan memberikan kedamaian dan ketenangan dalam kehidupan manusia.®?
2. Hukum Pernikahan

a. Wajib bagi orang yang telah pantas untuk nikah, berkeinginan
untuk menikah dan memiliki persediaan untuk menikah, dan
dikhawatiri akan terjerumus berbuat zina kalau tidak menikah.*?

b. Sunnah bagi orang yang telah berkeinginan untuk menikah, telah
pantas untuk nikah dan dia juga telah mempunyai persediaan untuk
melangsungkan pernikahan.

€. Haram bagi orang yang tidak dapat memenuhi ketentuan syara’
untuk melangsungkan pernikahan, sedangkan dia meyakini
pernikahan itu akan merusakkan kehidupan pasangannya.

d. Makruh bagi orang yang pada dasarnya ingin melaksanakan
pernikahan namun, tidak memiliki kemampuan untuk menafkahi
istri dan keluarganya. Oleh itu, ia dikhawatirkan tidak bisa

memenuhi hak dan kewajiban pasangannya dalam pernikahan.*

32 Dahlan, Fikih Munakahat, (Yogyakarta: Deepublish, 2012), him.36

33 Sholihin Shobroni, Hukum Pernikahan Islam Modul Matakuliah, (Tangerang:
PSP Nusantara Press), 2018, him.9

34 Diakses melalui https://tirto.id/hukum-nikah-dalam-islam-dan-penjelasannya-
sesuai-fikih-ekwo, pada tanggal 30/12/2021, pada jam 11.13 malam
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e. Mubah bagi orang yang pada dasarnya belum ada dorongan untuk
nikah dan tidak mendatangkan kemudharatan kepada orang lain.

3. Rukun dan Syarat Pernikahan

Menurut syariat Islam, sahnya suatu perbuatan unsur, harus memenuhi
dua unsur yaitu rukun dan syarat. Rukun adalah suatu bagian pokok yang
wajib dikerjakan manakala syarat adalah pelengkap dari setiap perbuatan
hukum yang dikerjakan. Rukun nikah antara lain adanya calon suami dan
istri, wali, dua orang saksi, dan ijab gabul.

Menurut Jumhur Ulama, rukun nikah ada lima beserta syarat-syaratnya

yaitu:

a) Calon suami dan syarat-syaratnya:

1) Beragama Islam.

2) Laki-laki.

3) Jelas orangnya.

4) Dapat memberikan persetujuan.

5) Tidak terdapat halangan syar’i pernikahan.

b) Calon istri dan syarat-syaratnya:

1) Beragama Islam.

2) Perempuan.

3) Jelas orangnya.

4) Dapat dimintai persetujuan.

5) Tidak terdapat halangan syar’i pernikahan.®

c) Wali dan syarat-syaratnya:

1) Beragama Islam.
2) Laki-laki.

35 Wirani Aisiyah, Hukum Islam dan Hukum Adat(Studi kasus tentang kawin lari),
Sumatra Barat:Lembaga Pendidikan dan Pelatihan, 2020. HIm.46
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3) Baligh dan berakal.
4) Adil.
d) Saksi dan syarat-syaratnya:
1) Beragama Islam.
2) Laki-laki.
3) Baligh dan berakal.
4) Faham terhadap maksud akad.
5) Sempurna penglihatan dan pendengaran.
e) ljab gabul dan syarat-syaratnya:
1) Lafaz yang diucapkan harus bersifat pasti.
2) Tidak mengadung makna yang meragukan.
3) ljab dan gabul diucapkan dalam satu masa dan segera.
4) ljab dan gabul diucapkan dengan jelas.
5) Harus disampaikan secara lisan, kecuali orang bisu dan orang

tidak berada di tempat pernikahan.

B. Perwalian dalam Islam

Makna perwalian menurut bahasa adalah dari kata wali, jamak
“awliya” dan berarti rasa cinta dan pertolongan. Sedangkan menurut istilah
adalah yang berarti penguasaan dan perlindungan yang diberikan oleh agama
kepada seseorang untuk menguasai orang atau barang dan orang yang diberi
kekuasaan perwalian disebut wali. Menurut Muhammad Amin Summa
sebagaimana yang dikutip dalam buku Wahbah Al-Zuhaili bahwa perwalian
adalah kekuasaan yang dimiliki seseorang untuk secara langsung melakukan
suatu tindakan sendiri tanpa harus aaa dan orang-orang yang beriman menjadi
penolongnya, maka sesungguhnya pengikut (agama) Allah itulah yang pasti

menang.
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Dalam figih Islam, perwalian dibagi menjadi tiga jenis, yaitu yang
pertama, perwalian terhadap diri sendiri. Kedua, perwalian harta. Ketiga,
perwalian diri dan harta benda. Pengasuhan diri seorang anak menurut Islam
meliputi hak asuh atas diri pribadi anak dan hak asuh atas hartanya dan
dipegang oleh ayah dari awal sampai akhir. Dinyatakan ayah sebagai orang
yang paling berhak atas harta anak karena ayah dianggap sebagai orang yang
paling memiliki rasa kasih sayang dan cinta kepada anak dibandingkan dengan
saudara laki-laki lainnya. Pengangkatan sebagai wali atau wali anak ini
didasarkan pada syarat bahwa orang tersebut adalah seorang muslim, dewasa,
berakal, dan dapat dipercaya.®® Perwalian diri anak berupa pengelolaan dan
pemeliharaan kepentingan diri anak mulai dari mengasuh, memelihara, dan
memberikan pendidikan dan bimbingan agama. Perwalian ini juga meliputi
segala kebutuhan anak dan segala pembiayaan hidup anak menjadi tanggung
jawab wali.*’

Setelah kematian ayah, hak perwalian diturunkan ke kakek dari pihak
ayah. Namun jika semua ahli waris dari pihak laki-laki tidak ada, maka
pengadilan memutuskan untuk mengurus dan melindungi harta benda anak
tersebut atau menunjuk wali lain. Dalam pengangkatan wali, pengadilan
mempertimbangkan kesejahteraan anak, watak dan kemampuan calon wali,
keakraban kerabat antara anak dan wali, keinginan orang tua anak yang
meninggal dan keinginan orang tua yang anaknya yang meninggal dan
kehendak anak jika dia dalam usia yang mampu membuat pilihan yang

bijaksana.

36 Zanariah Noor, Isu-isu berbangkit dari Hak Hadhanah dan Hak Perwalian Anak,
Jurnal Syariah, Vol.20, No.1, 2012, HIm.131

37 Chairul Fahmi, Perwalian, Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry, 2010, him. 1



38

4528 L 1hadls Gl 250 las g 180l cgatn 188 s
#spaa Vg 1l
Artinya: Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang
yang belum sempurnakan akalnya, harta (mereka yang ada
dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok
kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta
itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.(QS
An-Nisa (4):5)

Ayat ini berisi larangan memberikan harta kepada pemilik yang tidak
mampu mengelola hartanya dengan baik. Dan janganlah kamu, para wali
seperti suami atau siapapun, menyerahkan kepada orang-orang yang belum
sempurna akalnya baik anak-anak, yatim piatu, dewasa, laki-laki atau
perempuan, hartamu atau harta orang-orang yang berada dalam kekuasaan
atau kekuasaanmu, karena harta yang Allah jadikan untukmu sebagai pohon
kehidupan untuk dilestarikan dan tidak disia-siakan atau disalahgunakan.
Melestarikan dan mengembangkan harta tersebut tanpa mengabaikan
kebutuhan yang wajar dari pemilik harta yang mampu mengelola harta
tersebut. Oleh karena itu, berilah mereka biaya dan pakaian dari hasil harta itu
dan berbicaralah dengan mereka dengan kata-kata yang baik.

Namun larangan memegang harta yang diserahkan kepada pemiliknya
tidak terus menerus karena ada keadaan yang memungkinkan pemilik untuk
mendapatkan harta tetapi dengan kepastian keadaan tertentu oleh wali.
Kemampuan menyerahkan hartanya dalam Surah An-Nisa dijelaskan dalam

ayat 6, yaitu:

% QS. An-Nisa (4):5
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Artinya: Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur
untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka
telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah
kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan
harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah
kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka
dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka
hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu)
dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu
menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan
harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi
(tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah
sebagai Pengawas (atas persaksian itu).(QS An-Nisa (4):6)

Ayat sebelumnya berisi setelah memberikan harta kepada orang-orang
yang tidak mampu mengelolanya seperti anak yatim, anak kecil dan orang-
orang yang kurang cerdas mentalnya tetapi kendalanya tidak selamanya. Wali
hendaknya memperhatikan kondisinya, jika pemiliknya telah dinilai mampu
mengelola hartanya dengan baik, maka harta itu harus segera diserahkan. Para
wali diperintahkan untuk menguji anak-anak yatim dengan melihat kondisi
mereka dalam penggunaan harta, serta melatin mereka sampai mereka

mencapai usia yang memungkinkan mereka untuk menikah. Jadi, jika mereka

39 QS. An-Nisa (4):6
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sudah mengetahui bahwa mereka memiliki kecerdasan, yaitu kemampuan
untuk mengelola harta dan stabilitas mental, maka harta mereka perlu
diserahkan kepada mereka, karena dengan demikian tidak ada lagi alasan

untuk menahan harta mereka.*°

C. Perwalian Nikah dalam Islam

1. Pengertian Wali Nikah dan Dasar Hukumnya

a) Pengertian Wali

Makna wali menurut bahasa adalah kata wali (3) bermakna al-qurbu
(&oAll) yaitu kedekatan, an-nushrah (s3<=ill) pembelaan dan al-mahabbah
(”35&33\) kecintaan kesanggupan bertindak, menguruskan atau kekuasaan
mentadbir sesuatu. Perkataan al-wilayah berasal daripada bahasa Arab, yaitu
waliya-yaliya-wilayah. Al-Wilayah merupakan kata dasar (masdar) daripada
walinya yang berarti menyayangi, menguasai, menolong dan memimpin.
Perkataan al-wilayah juga berarti kesanggupan dalam bertindak, mengurus
dan mempunyai kekuasaan mentadbir sesuatu dan mewalikan perempuan.
Perkataan al-wali pula berarti seseorang yang mengurus atau orang yang
bertanggungjawab terhadap sesuatu.** Sebagai contoh, dalam pernikahan,
wali merupakan orang yang berkuasa dalam mengurus dan mengatur wanita

di bawah jagaannya.

40 Nurhotia, Perwalian Anak dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam, Jurnal El-
Qanuny, Vol.4, No.1, 2018, him.124

41 Azam Hussain, Definisi Wali dalam Pernikahan: Perspektif Figh dan Undang-
Undang Keluarga Islam di Malaysia, Universiti Utara Malaysia, 2015 him.208
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Secara terminologis, wali nikah adalah orang yang memiliki
kemampuan atau kekuasaan secara syar’iyah atas orang yang di bawah
pengampuan atau penguasaannya, Yyakni bapak kandung wanita, yang
dilimpahkan kepada orang yang sempurna, demi kemaslahatan orang yang di
bawah perwaliannya.*? Artinya, dapat difahami hukum Islam menetapkan
bahwa orang yang paling berhak untuk menjadi wali adalah ayah karena ayah
adalah orang yang paling dekat dengan anaknya, bahkan selama itu mengasuh
dan membiayai anak-anaknya. Sekiranya tiada ayah, barulah hak perwalian
digantikan oleh keluarga terdekat lainnya dari pihak ayah.

Ulama Islam telah memberikan beberapa definisi perwalian
atau wali dalam istilah Islam. Diantaranya, menurut Wahbah Al-
Zuhayli menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan wali adalah
seseorang yang diberi wewenang untuk membolehkan akad atau
membelanjakan harta tanpa izin orang lain. Selain itu, menurut Sayid
Sabiq juga disebutkan bahwa wali adalah orang yang diberikan hak
menurut syariah untuk memiliki kekuasaan melaksanakan perintah
kepada orang lain dengan paksa. Selanjutnya menurut Badran Abu Al-
Aynayn Badran bahwa wali adalah orang yang diberi wewenang oleh
hukum Islam untuk mengurus akad nikah.

Menurut Imam Syafi'l, dalam terminologi figh, seorang wali
adalah orang yang memiliki kekuasaan atau memiliki otoritas syar'i
atas orang lain, karena orang yang dia kendalikan memiliki
kekurangan tertentu, dan ini memerlukan bantuan dan nasehat wali
untuk kemaslahatan orang yang dikendalikannya. Kehadiran wali
menjadi salah satu rukun nikah, artinya tanpa kehadiran wali selama

akad nikah, maka akad nikah tidak sah. Bersamaan dengan itu, Imam

42 Lahaji, Wawasan Fikih Indonesia: Studi tentang Periwayatan dan Penalaran
Hukum Wali Nikah, Jurnal Al-Ulum, Vol.19, No.1, June 2019,him.4



Syafi'i juga berpendapat bahwa wali dilarang mempersulit perkawinan
wanita di bawah perwaliannya selama wanita tersebut memiliki
pasangan kumpul kebo. Dasar yang digunakan oleh Imam Syafi'i
adalah dalam Surat An-Nisa ayat 25 yang berbunyi:
L8 G 5 liabth oliasd)l 550 O Vib 2K akaing 1 253
S i o 2K« 00 AT g e 2068 2 200
Al Vg lssled 5E el il Shiat 2407 L ulst ol
o oliatdll o U Gatas o040 ade i 5 30 28T 155 o]
925 e 2005080 s 18 O 280 C D ps 1) S D
Artinya: Dan barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang
tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka
lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari
budak-budak yang kamu miliki. Allah  mengetahui
keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang
lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka,
dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang
merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina
dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai
piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan
kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang Kkeji
(zina), maka atas mereka separa hukuman dari hukuman
wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini
budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada

kemasyakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara

43 QS An-Nisa(4):25

42
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kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. Dan Allah Maha

Pengampun lagi Maha Penyayang.(QS An-Nisa (4):25)

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, penulis dapat menyimpulkan
pengertian wali adalah seorang laki-laki yang memiliki kekuasaan untuk
mengawinkan seorang wanita yang berada di bawah asuhannya dengan calon
suaminya baik dia walinya atau bukan. Keberadaan wali penting untuk
mengesahkan pernikahan. Perkawinan juga dapat dilakukan dengan
persetujuan wanita, walinya. Namun jika tuannya tidak memberikan izin,
maka tidak boleh menikahi wanita tersebut.Tujuan dari persyaratan wali
dalam pernikahan adalah untuk menjaga dan melindungi wanita agar tidak
mudah ditipu sehingga wanita tidak diperbolehkan menguasai urusan
pernikahan. Sebab, setiap wali memberikan bimbingan, nasehat dan

kesejahteraan kepada orang-orang yang berada di bawah perwaliannya.**

b) Dasar Hukum Wali
Dasar hukum wali dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu menurut
Hukum Islam dan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam. Dalam
penelitian ini, penulis telah menyatakan beberapa dalil Al-Quran dan Hadis
yang dapat menjelaskan keseluruhan dalil-dalil nas yang berkaitan dengan
wali dan dasar hukum menurut Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam
Negeri Pulau Pinang (2004) yakni:
1) Dasar Hukum Wali dari Al-Quran
Perwalian yang dilaksanakan oleh wali dalam Islam untuk
menikahkan anak kecil, orang dewasa dan orang gila adalah perwalian
yang bersifat harus. Hal ini karena, perwalian tersebut merupakan

perlindungan terhadap kepentingan mereka itu, serta penjagaan hak-

4 Nur Halimah, Wali Nikah Menurut Imam Malik dan Imam Syafi’l, IAIN
Ponorogo, 2017, him.5
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hak mereka akibat tidak berkemampuan dan kelemahan mereka agar
jangan sampai hak mereka ini hilang atau disiakan. Sebagaimana
firman Allah dalam Surah At-Taubah ayat 71 :
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Artinya : Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan
perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong
bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan)
yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat,
menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya.
Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah
Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.(QS At-Taubah(9):71)

Berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an di atas, jelaskan bahwa laki-laki dan
perempuan adalah pembela satu sama lain karena mukmin membela mukmin
lainnya karena ikatan agama. Menurut Tafsir al-Maraghi dan Tafsir al-manar,
bahwa kata Auliya' termasuk wali dalam arti penolong, tanggungjawab dan
kasih sayang. Alasan lain yang menjadikan pentingnya kehadiran wali dalam
perkawinan adalah adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan, baik
fisik maupun mental. Perbedaan ini membuat kedudukan antara laki-laki dan
perempuan juga berbeda, dan sudah menjadi kebiasaan bahwa laki-laki adalah

pemimpin dan pelindung perempuan.

% QS At-Taubah(9):71



45

Selain itu, perbedaan lain yang ditemukan antara pria dan wanita adalah
perbedaan kekuatan, keberanian, dan wawasan. Wanita disamakan sebagai
perhiasan yang harus dijaga sebaik mungkin. Hal ini menjadikan seorang laki-
laki (wali) lebih mengetahui hal-hal dan tipu daya laki-laki terhadap
perempuan, sehingga tanggung jawab yang sangat tepat diberikan kepadanya
untuk mengurus anak perempuan atau perempuan yang berada di bawah
asuhannya.*® Dengan adanya sistem perwalian, kedudukan perempuan lebih

terjamin dan dihormati.
2) Dasar Hukum Wali dari Hadis

Di dalam Hadis disebutkan:

Artinya : Telah mengabarkan kepadaku Malik bin Isma'il telah
menceritakan kepada kami Isra’il dari Abu Ishag dari Abu
Burdah dari Ayahnya, ia berkata; Rasulullah shallallahu "alaihi
wasallam bersabda: "Tidak sah pernikahan tanpa seorang

wali." (HR. Ad darimi)

46 Etty Murtiningdyah, Peranan Wali Nikah dalam Perkawinan dan
Pengaruh Psikologis adanya Wali Nikah dalam Perkawinan menurut Kompilasi
Hukum Islam, Universitas Diponegoro Semarang, 2005, him.11
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Para ahli hukum membahas hadits ini dan berselisih tentang
syarat wali dan pernikahan, di antaranya Imam Malik, Imam Syafi'i
dan Imam Hambali sepakat bahwa pernikahan tidak dapat dilakukan
tanpa wali yang merupakan rukun atau syarat sahnya pernikahan
secara mutlak. Sedangkan menurut Imam Hanafi, Imam Zufar, dan
Imam Syu'b dan Imam Zuhri membolehkan seorang wanita dewasa
menikah tanpa izin walinya. Bahkan menurut Imam Hanafi, wanita
dewasa bisa menikah dan menjadi wakil dalam proses akad nikah.
Kemampuan ini selama perkawinan dilakukan dengan laki-laki yang
sekufu (setara) tetapi jika tidak sekufu, maka wali berhak mencegah

perkawinan tersebut.*’

2. Syarat-syarat dan susunan wali
Orang yang bertindak sebagai wali haruslah memenuhi syarat-syarat
wali agar tidak menyalahi apa yang telah ditetapkan dalam Islam dan
memudahkan tercapai tujuannya. Para Fugaha telah bersepakat syarat yang
menentukan sahnya pernikahan adalah dilaksanakan oleh wali yang
memegang hak memeliharanya, baik yang dilakukannya sendiri maupun

dilakukan oleh orang lain.

Syarat Pertama: Wali mestilah seorang laki-laki. Pada hakikatnya
wali itu berfungsi sebagai pemimpin atau orang yang berkuasa bagi
perempuan di bawah perwaliannya. Jalur perwalian itu hanya datang dari jalur
ayah dan tidah sesekali boleh dari jalur ibu. Alasannya hadis yang

diriwayatkan oleh Ibn Majah, al-Dar al-Quthni dana al-Baihaqi yaitu;

47 Hamid Sarong, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Banda Aceh:Yayasan
Pena, 2010), him. 73
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Artinya:Dari Abu Hurairah ra. Berkata, Rasulullah SAW

bersabda: wanita itu tidak sah menikahkan wanita yang laindan
tidak sah pula menikahkan dirinya sendiri.

Jadi hadis ini melarang perempuan mengucapkan lafaz ijab dalam akad
nikah karena perbuatan perempuan menikahkan perempuan lain atau
menikahkan dirinya sendiri adalah membuatkan satu pernikahan tersebut tidak

sah.

Syarat Kedua: Wali mestilah beragama Islam. Orang Kafir tidak
boleh menikahkan perempuan Islam karena tidak ada al-wilayah (kekuasaan)
orang kafir terhadap Islam. Dalil tentang haramnya orang kafir menikahkan

orang Islam adalah seperti firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 141 yaitu:

B2 Caaadal e o s KR a2 20y

Artinya : Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada
orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang
beriman.(QS An-Nisa (4):141)

%8 QS An-Nisa (4):141
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Jika seorang wanita adalah seorang Muslim, maka walinya juga harus
seorang Muslim. Di sisi lain, jika wanita tersebut bukan seorang Muslim,
maka walinya juga harus seorang non-Muslim. Hal ini dikarenakan, wanita
muslimah tidak dinikahkan secara sah dengan wali non muslim dan juga
wanita non muslim tidak dinikahkan secara sah dengan wali muslim. Namun,
persyaratan ini tidak berlaku jika walinya adalah pemerintah. Dalam hal ini,
seorang wanita non muslim yang tidak memiliki wali atas dirinya dapat
dinikahkan dengan seorang wali hakim, dimana wali hakim tersebut adalah

seorang muslim.*°

Syarat ketiga:. Wali haruslah seorang yang baligh atau dikenali orang
mukallaf, karena orang yang mukallaf itu adalah orang yang dibebankan
hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh kerana itu,
baligh merupakan salah satu syarat yang patut dipenuhi oleh seorang wali.

Dasarnya adalah hadis nabi yaitu:
&= BW G N 2 A a8 1B g w5 ke W) o o e
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Artinya: Diangkat hukum itu dari tiga perkara:dari orang yang

€

w \3

tidur  hingga  bangun, dari  anak-anak  hingga
bermimpi(dewasa), dan dari orang-orang gila hingga ia
sembuh.(Abi Dawud)

Syarat keempat: Wali mestilah seorang yang berakal. Orang gila
tidak boleh menjadi wali karena dia tidak dapat menguasai dirinya sendiri
dalam perbuatan dan fikiran dan sudah tentu tidak boleh menjadi wali terhadap

orang lain. Hal ini karena, seorang wali itu disyaratkan harus berakal sehat.

49 Ahmad Sarwat, Seri Figih Kehidupan Pernikahan(8), (Jakarta:DU Publishing,
2011), him. 121
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Syarat kelima: Wali mestilah dalam keadaan tidak berihram.
Seseorang yang beihram haji atau umrah tidak boleh menikahkan orang lain.
Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang bersabda:

ESE Y g B Y
Artinya: “Orang yang berihram tidak boleh bernikah dan tidak boleh
dinikahkan.

Syarat keenam: Wali haruslah seorang yang adil. Istilah al-adalah
adalah lawan dari fasik yaitu dimaksudkan seseorang yang memiliki yang
terpelihara dari segi koridor agama dan syariah di mana dia melaksanakan
semua kewajiban syariat dan tidak melakukan dosa-dosa besar yang
menjatuhkan dirinya dalam kefasikan. Artinya, syarat ini menwajibkan
kelurusan agama bagi wali dalam melaksanakan kewajiban agama. Hal ini
dapat dibuktikan dalam sabda Rasulullah SAW yaitu:

555 (s e Cslalsy W) £ Y
Artinya: Tidak sah sebuah pernikahan tanpa dua orang saksi

yang adil dan wali yang murshid.

Para ulama berbeda pendapat mengenai orang yang fasik
menjadi wali. Menurut pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah
memperbolehkan orang yang fasik sebagai wali manakala pendapat
yang kuat daripada mazhab syafi’iyah tidak ada hak menjadi wali bagi
orang fasik. Hal ini bersandar pada firman Allah dalam Surah An Nur

ayat 32:
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Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara
kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-
hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu
yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan
mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-
Nya) lagi Maha Mengetahui.(QS An-Nur (24):32)

Dalam ayat di atas, Allah menjadikan masalah ini umum bagi semua
orang suci, baik yang saleh maupun yang fasik. Akan tetapi, menurut para
ulama disebutkan bahwa orang fasik tidak dapat dipercaya untuk
melangsungkan akad nikah dengan seorang wanita karena dikhawatirkan akan
menempatkan wanita tersebut kepada orang fasik atau dapat menikahinya
tanpa syarat (kafaah). Mereka mengatakan dalam ayat itu bukan bentuk umum
untuk orang benar atau orang fasik, tetapi umum itu diperuntukkan bagi orang-
orang saleh yang meyakini agama dan kehormatannya. Yang dimaksud
dengan keadilan tidak fasik, yaitu orang suci tidak melakukan dosa besar,
tidak terus melakukan dosa kecil dan tidak melakukan hal-hal yang
merendahkan. Oleh karena itu, orang fasik tidak dapat menikahi wanita yang
beriman dan hak wali akan diberikan kepada wali setelahnya jika dia adalah

orang yang adil.>!

50 QS An-Nur (24):32
51 Ridzuan Hasyim, Kitab Fikah Mazhab Syafie(4),(Kuala Lumpur:PUSTAKA
SALAM SDN BHD, 2014), HIm,739
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Jumhur Ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa wali dalam pernikahan
adalah saudara dekat yang termasuk pada ashab dan bukan dari saudara belah
ibu atau dzawil al-arham yang lainnya. Pernikahan seorang perempuan tidak
sah kecuali dinikahkan oleh wali agrab(dekat), dan apabila tidak ada maka
oleh wali ab 'ad(jauh), dan sekiranya tidak ada juga maka dinikahkan oleh wali
hakim.>? Ini merupakan urutan wali yang berhak menjadi wali dalam
pernikahan. Jika seseorang menjadi wali pernikahan namun ada wali yang
dekat maka pernikahannya tidak sah. Urutan wali adalah seperti berikut:

a) Bapak karena memiliki penilaian yang lebih sempurna dan penuh

kasih sayang.

b) Kakek karena memiliki hubungan ashabah maka dia didahulukan.

c) Saudara laki-laki sekandung karena dia adalah kerabat ashabah

yang paling dekat setelah bapak.

d) Saudara laki-laki seayah.

e) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah.

f) Paman sekandung.

g) Paman seayah.

h) Anak laki-laki dari paman sekandung.

i) Anak laki-laki dari paman seayah.

j) Apabila urutan wali di atas tidak ada, maka yang menjadi wali

kepada mempelai perempuan adalah hakim.

52 Rohmat, Kedudukan Wali dalam pernikahan: Studi pemikiran Syafi’iyah,
Hanafiyah, dan Praktiknya di Indonesia, Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung,
Vol.10, No.2, 2011, him. 169
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3. Jenis Perwalian

a. Wali Nasab

Wali nasab adalah orang yang berasal daripada keluarga
mempelai perempuan yang berhak menjadi wali. Urutan wali nasab
berdasarkan keeratan hubungannya dengan calon mempelai
perempuan yaitu:

1. Kelompok pertama adalah kerabat laki-laki garis lurus ke atas,
yaitu ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

2. Kelompok kedua adalah kerabat saudara laki-laki sekandung,
saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

3. Kelompok ketiga adalah kelompok kerabat paman, yaitu
saudara laki-laki sekandung ayah, saudara seayah dan
keturunan laki-laki mereka.

4. Kelompok keempat adalah kelompok saudara laki-laki
kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan
mereka.

Diantara syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kelompok untuk
menjadi wali bagi calon mempelai wanita adalah pertama, jika dalam
kelompok wali nikah ada beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi
wali, maka yang paling berhak adalah wali yang merupakan wali.
mendekatkan derajat kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Kedua, jika
dalam satu kelompok dengan derajat kekerabatan yang sama, maka yang
berhak menjadi wali nikah adalah kerabat dari ayah yang sama. Ketiga, jika
dalam satu golongan derajat kekerabatannya sama yaitu derajat kelahiran atau
kebapakan yang sama, maka keduanya berhak menjadi wali perkawinan,

tetapi dengan mengutamakan yang lebih tua.>® Selain itu, apabila wali nikah

53 Lutfi Syarifuddin, Tinjauan Umum tentang Wali Nikah, Vol. 5, No. 1,
Sekolah Tinggi Agama Islam Madiun, 2018, him.127
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yang berhak namun urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau
karena wali nikah itu tuna wicara, tuna rungu atau sudah uzur, maka hak
menjadi wali akan berpindah kepada wali nikah yang lain mengikut derajat
berikutnya.

Selain itu, wali nasab terbagi kepada dua yaitu wali agrab(dekat) dan
wali ab ‘ad(jauh). Perpindahan wali agrab kepada wali ab 'ad adalah ketentuan
seperti berikut yaitu:

1. Apabila wali agrab non muslim.
2. Apabila wali agrab fasik.

3. Apabila wali agrab belum baligh.
4. Apabila wali agrab gila.

5. Apabila wali agrab bisu atau tuli.

Jika wali ab'ad tidak dapat datang karena halangan, otomatis berarti
wanita tersebut tidak memiliki wali dan dalam hal itu hak perwalian hanya
berpindah kepada wali hakim yang disebut juga sultan, hakim pengadilan atau
orang yang ditunjuk. untuk dia.

Dari segi kekuasaan wali di atas, orang yang berada di bawah
perwaliannya dalam perkawinan menurut figh terbagi menjadi dua dari sisi
kekuasaan untuk mengawinkan orang yang berada di bawah perwaliannya,
yaitu al-wilayah al-ijbariyah (kekuasaan memaksa). atau wali mujbir dan al-
wilayah al-ikhtariyah (kekuasaan sukarela) atau disebut wali bukan mujbir.

Wali Mujbir adalah wali yang dapat memaksa putrinya untuk menikah
tanpa izin darinya, sedangkan wali bukan mujbir adalah wali yang tidak
berhak memaksa wanita di bawah perwaliannya, tetapi meskipun ia tidak
berhak memaksa, pernikahan tetap harus dengan izin wali. Wali mujbir adalah
milik ayah, dan kakek jika tidak ada ayah sedangkan wali bukan mujbir adalah
mereka selain ayah dan kakek seperti saudara atau ayah. Jadi, dalam perwalian

mujbir ini, seorang ayah boleh menikahi anak perempuan yang masih
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perawan, kecil atau besar, tanpa izinnya dan sunnah meminta izinnya terlebih
dahulu, dan izinnya adalah diamnya.>*

Tujuannya untuk melindungi dan memelihara wanita agar tidak salah
memilih suami, apalagi wanita tidak banyak bergaul dan mengenal laki-laki,
maka kawin paksa menjadi penting bagi wanita. Namun faktanya, pernikahan
tanpa rasa saling mencintai akan memberikan kesan buruk dalam hubungan
pernikahan, apalagi ada bumbu pemaksaan di sana. Pernikahan yang
dimaksudkan untuk kebaikan, malah menjadi buruk bagi wanita. Oleh karena
itu, seorang wali tidak dapat memaksakan anak perempuannya yang masih
perawan kecuali ia telah memenuhi syarat ijbar itu sendiri.

Menurut Imam Ahmad al-Syiribini, mengatakan bahwa meskipun wali
diberikan hak untuk melangsungkan perkawinan tanpa persetujuan perawan,
hak tersebut tidak diberikan secara mutlak dan dapat digunakan secara
sewenang-wenang, karena dibatasi oleh syarat-syarat ijbar tertentu. Diantara
syaratnya adalah yang pertama, tidak ada permusuhan antara wali dan
perawan. Kedua, wanita tersebut dinikahkan dengan pria yang sekufu
dengannya Ketiga, pria tersebut mampu membayar mas kawin. Keempat,
calon laki-laki tidak diwajibkan menunaikan haji. Kelima, tidak ada

permusuhan antara seorang wanita dengan calon suaminya.*

54 Syamsuddin Muhammad Bin Khotib As-Syarbini, Mughni Muhtaj lla
Ma rifati Ma’ aani Al-fadzi Al-Manhaji, (Bairut Lebanon: Daar El-Marefah, 1997),
him.198

% Ahmad Zarkasih, Kawin Paksa,( Jakarta: Rumah Figih Publishing,
2019), HIm.26
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Dari Abu Hurairah Radhiallau ‘Anhu, bahwasanya Rasulullah
SAW bersabda: Janganlah kalian menikahi janda sampai ada
perintah darinya, dan janganlah kalian menikahi gadis perawan
sampai mendapatkan izin darinya. Kemudian para sahabat
berkata: “wahai Rasulullah bagaimanakah izinnya?”

Rasulullah bersabda: diamnya.

Jadi jelaslah bahwa seorang janda lebih berhak atas dirinya
untuk dinikahi, tetapi harus dengan wali, sedangkan seorang
perempuan perawan tidak lebih berhak atas dirinya sendiri. Wali
mujbir dapat memaksa anak perawannya untuk menikah dengan orang
yang diinginkannya, tetapi izinnya harus diminta. Tanda izin dan
kerelaannya adalah ketika dia diam karena anak perawannya biasanya
malu untuk mengungkapkan kesediaan dan kesenangannya untuk
menikah secara terbuka. Namun, untuk lebih berhati-hati, wali harus
meminta wanita perawan untuk memberikan persetujuannya untuk
menikah dengan metode bicara untuk mendapatkan kepastian yang
lebih dari wanita tersebut. Bagi seorang janda, tanda izinnya adalah
kata-katanya seperti “menikah” dan dia tidak bisa menikah jika kata-

kata itu tidak keluar dari mulutnya.®®

% Idris Ahmad, Figh Syafii Jilid 2, (Kuala Lumpur: PUSTAKA
ANTARA, 2002), HIm.253
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b. Wali hakim

Wali hakim dapat menjadi wali nikah jika wali seluruh garis keturunan
tidak ada lagi, atau wali garib dalam keadaan adhal atau enggan menikah tanpa
alasan yang dibenarkan oleh hukum Islam. Hal ini karena adhal adalah zalim
dan yang menghilangkan kezaliman adalah hakim, maka perwalian nikah
jatuh pada hakim.®” Dengan makna lain wali hakim berfungsi sebagai wali
pengganti jika wali nasab tidak ada atau enggan menikahkan perempuan di
bawah perwaliannya. Sumber hukum tersebut adalah bersandarkan sabda
Rasulullah SAW dalam sebuah hadis:

I
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Artinya: Dan dari Aisyah R.A berkata: Rasulullah SAW
bersabda: Siapa saja perempuan yang menikah tanpa seizing
walinya, maka nikahnnya bathil (tidak sah), pernikahannya
bathil. Jika seseorang menggaulinya, maka perempuan itu
berhak mendapatkan mahar dengan sebab menghalalkan
kemaluannya. Jika mereka berselisin, maka hakim
sultan(hakim) adalah wali bagi wanita yang tidak mempunyai

wali.>®

57 Mukran, Tinjauan Hukum Islam terhadap pernikahan dengan Wali
Hakim(Studi kasus di KUA kecamatan Bulo Kabupaten Polman), Vol.2, No.2,
Jurnal Bidang Hukum Islam, Sekolah Tinggi lImu Islam dan Bahasa Arab
Makassar, 2013, HIm.306

%8 Firman Arifandi, Serial Hadist Nikah 5: Wali Nikah, (Jakarta: Rumah
Figih Publishing, 2019), HIm.12
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Wali hakim juga berwenang untuk menikah jika wali garis keturunan
terhadap wanita yang akan dinikahi tidak berhak menjadi wali, misalnya beda
agama. Orang tua yang kafir tidak berhak menjadi wali bagi anak
perempuannya yang beragama Islam karena kewenangan menjadi wali berada
di tangan hakim. Oleh karena itu, dalam kondisi seperti ini, seorang wali
hakim dapat dilakukan kecuali wali nasab tersebut mewakilkan kepada orang
lain untuk menjadi wali, maka orang tersebut menjadi wali dan bukan wali
hakim. Selain itu, hakim wali yang beragama Islam juga tidak boleh menikahi
wanita kafir karena perkawinan yang dilakukan hakim berdasarkan faktor

hukum, bukan perwalian..>®

Ketika seseorang akan menikah dengan menggunakan wali hakim, dia
harus mengajukan permohonan wali hakim dan prosesnya hampir sama
dengan proses pernikahan biasa dan yang membedakan hanya walinya, namun
wali hakim harus ada surat pernyataan permohonan wali hakim. Menurut para
fugaha, wali hakim atau raja boleh menikahkan perempuan untuk
menggantikan wali agrab dalam susunan perwalian berdasarkan keadaan
berikut:

1. Wali agrab dalam ihram haji atau umrah. Sekiranya wali aqrab
terhalang daripada melakukan akad karena dalam ihram haji atau
umrah maka hak tersebut tidak berpindah kepada wali ab’ad, tetapi
berpindah kepada wali sultan.

2. Wali adhlal yaitu wali yang enggan menikahkan. Menurut Imam
Ahmad keengganan wali agrab menikahkan pengantin akan
memindahkan hak tersebut kepada wali ab’ad, tetapi jumhur fuqaha
daripada mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi’i menyatakan penyerahan

% Ri’at Fauzi, AL-Umm, (Jakarta:PUSTAKA AZZAM, 2014), HIm.95
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kuasa wali berpindah kepada wali raja atau sultan apabila berlaku
pertikaian.

3. Wali ghaib. Menurut pendapat fuqaha Syafi’i berpendapat apabila wali
ghaib melebihi dua marhalah dan tiada wakil yang hadir maka sultan
negeri atau wakilnya boleh menikahkan pengantin tersebut, bukannya
wali ab’ad menurut pendapat yang kuat.

4. Anak tidak sah taraf karena anak yang lahir sebelum adanya
pernikahan yang sah. Sekiranya anak itu perempuan dan tidak sah
taraf, maka walinya adalah wali hakim semasa dia bernikah karena
anak itu dianggap tidak mempunyai wali nasab.®°

c. Wali Muhakkam

Kata muhakkam diambil dari bahasa Arab yang berasal dari katanya
hakama-yahkumu-hukman-wahukumatan, yang artinya memegang perintah,
mengetuai, menghukumkan menjatuhkan hukum. Mahkumatan artinya tempat
berhakim.Wali muhakkam adalah seseorang yang diangkat oleh kedua calon
suami dan istri untuk menjadi wali dalam akad nikah mereka. Jika di tempat
pernikahan itu tidak dapat menghadirkan wali nasab, dan tidak pula dapat
dilakukan dengan wali hakim maka, pernikahan dilangsungkan dengan wali
muhakkam yaitu dengan cara mencari orang yang mempunyai pengetahuan

tentang hukum untuk menjadi wali dalam sesebuah pernikahan.%:

80 Zulfagar, Tertib Wali Hakim dalam Perkahwinan:Kajian kes di Negeri
Sembilan(Thesis tidak dipublikasikan) , Universiti Sains Islam Malaysia, 2019, HIm.7

®1 Siti A’isyah, Pernikahan Dengan Wali Muhakkam dalam Perspektif Magasid Al-
Syari’ah, Jurnal Penelitian llmiah Intaj, Vol.2, No.2, Institut Agama Islam Al-Qolam
Malang, 2018, HIm.94
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Selanjutnya mengenai tatacara bertahkim menurut pengarang Al-
Qawanin al-Syar’iyyah ini mengatakan syarat muhakkam yaitu orang yang
menikahkan(wali tahkim) adalah adalah adil atau yang kurang fasignya serta
mengetahui hukum-hukum syara’. Antara lain syarat-syarat orang yang bisa

diangkat menjadi wali muhakkam adalah:

1. Islam

2. Orang lain yang terpandang.

3. Disegani, luas ilmu figihnya terutama figh munakahat.
4. Berpandangan luas.

5. Adil.

6. Laki-laki.

Implikasi perkawinan dengan menggunakan wali muhakkam tidak
hanya terkait dengan akta kelahiran tetapi juga akan menyangkut persoalan
hak dan kewajiban suami istri yang akan dijamin secara resmi oleh undang-
undang. Pasangan yang telah resmi menikah selain untuk memperoleh akta
nikah, biasanya mengucapkan nazar sighat taklik untuk melindungi hak-hak
istri, baik yang berkaitan dengan kebutuhan jasmani maupun rohani. Selain
itu, akan diberikan nasehat-nasehat perkawinan dan buku-buku pegangan
dalam upaya membentuk keluarga bahagia dan sejahtera formal daripada
pemerintah, yang tidak tersedia di pasaran. Hukum tidak dapat melindungi
salah satu perkawinan tersebut dari masalah jika tidak ada akta nikah dan
resiko perkawinan tersebut terpaksa ditanggung oleh pasangan yang menikah

dengan wali muhakkam.®?

62 Abdul Kadir, Pernikahan dengan wali muhakkam, Fakultas Syariah dan
Ekonomi IAIN Antasari, 2016, HIm.19
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d. Wali adhal(tidak mau menikahkan)

Wali adhal adalah larangan yang dikenakan oleh seorang wali wanita
yang telah baligh untuk menikah dengan orang yang setara dengannya jika
keduanya saling menginginkan. Para ulama figih sepakat bahwa seorang
wanita yang telah baligh dan berakal meminta walinya untuk menikahinya
dengan pria pilihannya yang cocok, maka wali itu tidak boleh menolak
permintaan tersebut. Allah SWT yang melarang semua wali untuk menolak
menikahi wanita yang berada di bawah perwaliannya dengan pria pilihannya
dalam firman Allah dalam surah Al Bagarah ayat 232, yaitu:

i 9 }L,AM W 2alat oalas s 22l 13y
:;:“ :t./; Jb.:(«j..’ JJJ x—o.j\.: ('..@...\:\.J \j..\,p\ " ‘J\ ZJ,.@.>-U)\ uxi.\.;
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Artinya: Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis
masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi
mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah
terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf.
Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di
antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik
bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak
mengetahui.(QS Al-Bagarah (2):232)

83 QS. Al-Bagarah(2):232
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Apabila seseorang wali enggan disertai dengan alasan yang dapat
diterima yaitu calon suami tidak sekufu, mahar kurang daripada yang
ditentukan, atau ada laki-laki lain yang meminangnya, maka perwalian dirinya
tidak berpindah kepada pihak lain karena tidak bisa dikatakan sebagai wali
enggan kepada perempuan di bawah perwaliannya.®* Namun, apabila wali
tidak bersedia menikahkan tanpa alasan yang dapat diterima syara’ sedangkan
perempuan sudah mencintai calon suaminya karena telah mengenal kafaah-
Nya baik agama dan akhlaknya maka wali itu dinamakan wali adhal yang

zalim.5°

Tidak dapat dipungkiri bahwa derajat, status sosial, kedudukan tinggi,
pendidikan dan pertimbangan lainnya adalah hal yang dituntut dan tidak
diprioritaskan dalam mencari dan mempertahankan pasangan bagi perempuan.
Jika semua pertimbangan di atas menjadi prioritas dalam menentukan pilihan
mencari pasangan, terlepas dari pertimbangan agama dan moral, maka
perbuatan tersebut merupakan perbuatan tercela. Apalagi jika ada orang tua
yang menolak mengawinkan anaknya karena hal-hal yang tidak syar'i, yaitu
alasan yang tidak dibenarkan oleh hukum syar'i, maka wali itu disebut wali
adhal.

Oleh karena itu, calon mempelai wanita berhak mengajukan ke
pengadilan syar'iyyah untuk diperiksa dan ditetapkan sebagai wali. Jika ada
adhal wali, maka wali hakim baru dapat bertindak untuk menjalankan

tugasnya sebagai wali nikah setelah penetapan pengadilan syar'iyyah tentang

64 Sayyid Sabig, Fikih Sunnah(3), (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2015),
Him.384

8 Akhmad Shodikin, Penyelesaian Wali Adhal dalam Pernikahan Menurut Hukum
Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia, Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. 1, No.1,
2016, HIm.63
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wali adhal.%® Apabila seorang wali menolak untuk menikahkan perempuann
di bawah perwaliannya yang tidak sesuai dengan hukum syara’ maka hak
walinya jatuh kepada wali hakim sebagaimana dalam firman Allah SWT
dalam surah An-Nur ayat 32 yaitu:
155555 O] aKia)5 285ls 2e Gadlialis 280 Lot Y1 LSS
o7k ety g s aleb Ba il AgsRd 51555
Artinya; Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu,
dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu
yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka
miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan
Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.(QS. An-
Nur(24):32)

Ibnu Qasim berkata, jika seseorang yang telah memenuhi kafa'ahnya
dalam hal agama tetapi belum terpenuhi dalam hal kekayaan, maka tidak apa-
apa asalkan tidak menimbulkan kerugian. la menambahkan sebagaimana
dalam kitab al-Mawaz, bahwa Imam Malik mengatakan, tidak boleh seorang
ayah menolak lamaran anak perempuannya, sampai jelas akan menimbulkan
kerugian. Namun jika yang menolaknya adalah selain wali, maka dalam hal
ini seorang sultan harus mempertimbangkan larangan tersebut, jika kebenaran
larangan tersebut terbukti maka alasannya diterima. Namun, jika seorang
sultan melihat ada kebaikan dalam dirinya, maka sultan harus segera menikah

dengannya meskipun walinya tidak menyukainya.

6 Erha Saufan, Penyelesaian Perkara Wali Adhal Pada Mahkamah Syar’iyah
Tapaktuan, Jurnal Hukum Keluarga, Vol. 2, No.2, 2019, HIm. 189

67 QS. An-Nur(24):32
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Demikian penjelasan ulama di atas walaupun secara tidak langsung
mengenai Kkriteria wali adhal akan tetapi keterangan tersebut mengandung
pengertian, bahwa seorang wali akan dinyatakan sebagai wali adhal, manakala
pelarangannya terhadap perempuan yang di bawah perwaliannya itu telah
memenuhi syarat-syarat seperti berikut:

1. Laki-laki yang akan menikah telah sekufu dengan perempuan yang
akan dinikahi dari segi agama dan akhlaknya.

2. Laki-laki tersebut membayar mahar mitsil.

3. Adanya keinginan dari awal oleh kedua calon mempelai untuk nikah.

4. Kedua calon mempelai saling mencintai dengan kerelaan dan

keikhlasan antara satu sama lainnya.®

e. Perwakilan dalam perwalian

Wakil berasal daripada kata bahasa Arab >S5 JS s JS5 dalam bentuk
isim fail yang memiliki masdar lain yaitu 4 5 s 4\ 3 yang mengandung makna
al hifdh(pemelihara), tafwidh berarti penyerahan, pendelegasian, atau
pemberian mandat.®® Menurut Ulama Syafi’iyah al-wakalah berarti seseorang
yang menyerahkan urusannya kepada orang lain agar orang yang mewakilinya
itu dapat menyelesaikan satu urusan yang diserahkan kepadanya selama yang
menyerahkan masih hidup. Oleh itu, al wakalah adalah penyerahan urusan
seseorang kepada orang lain(wakilnya) untuk melaksanakan sesuatu urusan
dan wakil tersebut menempatkan posisi yang mewakilkan (muwakkil) dalam

hak dan kewajiban yang kemudian berlaku selama muwakkil masih dalam

% Endang Setiawan, Wali Adhal dalam Perspektif Empat Imam Madzhab dan
Relevansinya Hukum Perkawinan di Indonesia, Jakarta; Fakultas Syariah dan Hukum UIN
Syarif Hidatullah, 2011, HIm.50

8 Rohmatul Anam, Perwakilan perwalian dalam Majelis Akad Nikah, Fakultas
Syariah dan Hukum Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015, HIm.35
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keadaan hidup. Pengertian seperti ini sebagaimana pemaknaan Al-Quran
surah Al Kahfi yaitu:

!
‘-
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Artinya: Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar
mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah
salah seorang di antara mereka: Sudah berapa lamakah kamu
berada (disini?)". Mereka menjawab: "Kita berada (disini)
sehari atau setengah hari”. Berkata (yang lain lagi): “Tuhan
kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini).
Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke
kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia
lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia
membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku
lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu
kepada seorangpun.(QS. Al-Kahfi(18):19)

70 QS. Al-Kahfi(18):19
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Menurut mazhab Syafi'i, bahwa wali yang mewakili dirinya kepada
orang lain, untuk menikahi wanita di bawah perwaliannya maka dibolehkan
menikahi mereka tanpa izin dan persetujuannya, karena tujuan wali
mendorongnya untuk mewakili dirinya kepada orang-orang yang dipercaya
dan memiliki pandangan yang baik terhadap calon suami. Oleh karena itu,
wakil harus mengawinkan wanita tersebut dengan pria yang sekufu agar
pernikahannya sah. Wakil harus dengan jelas menyatakan posisinya sebagai
wakil jika suami dan saksi-saksinya tidak mengetahuinya. Ada beberapa
syarat yang diatur dalam kaitannya dengan wakil yaitu wakil tidak boleh jahat
karena jika wakilnya jahat maka wakilnya tidak sah. Hal ini karena, kejahatan
menghilangkan perwalian. Syarat lainnya adalah yang mewakili harus sudah
baligh, berakal (tidak gila) dan tidak boleh mabuk.’*

Wali mempelai wanita yang mendelegasikan kepada orang lain untuk
menikahi seorang wanita di bawah perwaliannya, dikenal dengan taukil wali
nikah, yang berarti penyerahan kekuasaan wali nikah kepada orang lain yang
memenuhi syarat untuk menduduki jabatan tersebut. wali sebagai pihak yang
mewakili (perwakilan) mempelai wanita dalam akad nikah. Wakil dalam akad
nikah hanya dalam kedudukan sebagai duta besar yang menyatakan sesuatu
atas nama wakil yaitu diberi kuasa oleh wali nikah (muwakkil) untuk
mengawinkan calon mempelai wanita. Kemudian, setelah selesainya akad
nikah, tugas wali berakhir, tetapi wali nikah dapat berlangsung secara lisan.
Namun, untuk menghindari kemungkinan hal yang tidak diinginkan terjadi di
kemudian hari, hal itu harus dilakukan secara tertulis dan disaksikan oleh

orang lain.

"1 Syaikh Abdurrahman, Fikih Empat Madzhab(Jilid 5),
(Jakarta:PUSTAKA AL KAUTSAR), 2015, HIm.92
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D. Nikah Siri

Secara bahasa, kata siri berasal dari bahasa Arab yaitu, sirrun yang
berarti rahasia, sunyi, diam dan tersembunyi. Melalui akar kata ini nikah siri
diartikan sebagai nikah yang dirahasiakan atau tersembunyi. Secara istilah,
nikah siri adalah sebuah perbuatan dalam melakukan pernikahan sesuai
dengan aturan ajaran Islam namun karena berbagai hal yang menghalang
daripada terjadinya pencatatan nikah secara sah dalam undang-undang.’
Hukum nikah siri secara keseluruhan menurut pandangan agama Islam adalah
sah dan dihalalkan jika syarat dan rukun nikahnya terpenuhi.

Imam Az Zuhri berpendapat bahwa mengumumkan pernikahan adalah
suatu yang fardhu walaupun pernikahan tersebut memenuhi rukun dan
syaratnya, sekiranya tidak diumumkan maka pernikahan tersebut harus
difasakhkan. Disunnahkan agar akad nikah itu diumumkan ke umum dan tidak
dirahasiakan untuk mengelakkan dari tuduhan zina, fitnah-fitnah keji dan
mendapatkan keberkahan doa dari masyarakat.”® Dasarnya ada dalam sabda
Rasulullah SAW yaitu:

Sl o g, arleddl 3 sles g #8013 1]
“Umumkanlah pernikahan ini, jadikan tempatnya di dalam

masjid dan pukulkan atasnya duff(rebana-rebana)”.

72 Siti Aminah, Hukum Nikah di Bawah Tangan(Nikah Siri), UNISKA,
Jurnal Cendekia, Vol.12, No.1, 2014, HIm.25

3 Vivi Kurniawati, Nikah Siri, (Jakarta: Rumah Figih Publishing, 2019),
Him.27
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Pernikahan siri banyak terjadi dalam masyarakat umum pada masa Kini
dan antara bentuk-bentuk fenomena nikah siri terjadi yaitu:

a) Pernikahan tanpa wali atau saksi.

Keempat madzhab tersebut telah sepakat bahwa saksi merupakan
syarat sahnya suatu perkawinan. Menurut ulama Maliki, nikah siri adalah
nikah di mana suami memerintahkan para saksi untuk menyembunyikan
pernikahannya dari istrinya atau dari masyarakat umum meskipun itu adalah
keluarganya sendiri. Sebagai penguat syarat kesaksian, para ulama Maliki
mengatakan bahwa nikah siri akan batal dengan talak ba'in jika suami istri
melakukan hubungan seksual. Mereka akan dikenakan batasan zina, yaitu
rajam jika telah mengaku melakukan persetubuhan atau dibuktikan melalui
empat saksi seperti dalam kasus zina. Oleh karena itu, suami istri tidak akan
tunduk pada batasan jika perkawinan tersebut telah tersebar dan diketahui
banyak orang. Akan tetapi, menurut mayoritas ulama selain Malikiah
berpendapat bahwa kesaksian yang sah adalah wajib dalam proses akad nikah,
agar para saksi mendengar ijab dan ijab kabul yang diucapkan oleh kedua
belah pihak yang membuat akad, yaitu calon suami dan wali. Jika akad
dilaksanakan tanpa adanya kesaksian maka perkawinan tersebut batal dan
tidak sah.”

Pernikahan tidak sah tanpa dua saksi dan wali, karena sabda Nabi

SAW yang diriwayatkan oleh Aisyah yaitu:

74 Wahbah Zuhaili, Figh Islam Wa Adillatuhu(Jilid 9), (Jakarta: Darul
Fikr, 2007), HIm.75
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“Tidaklah ada pernikahan melainkan dengan wali dan dua

orang saksi”.

Juga diriwayatkan oleh Ibnu Abbas,

“Pelacur adalah perempuan-perempuan yang menikahkan diri

mereka tanpa ada persaksian”(HR Tirmidzi)

Maka, hukum nikah siri atau nikah di bawah tangan adalah sah apabila
dilakukan oleh wali dan dihadiri oleh dua orang saksi serta memenuhi syarat-

syarat yang telah ditentukan oleh syariat Islam.

b) Pernikahan tanpa pencatatan.

Pencatatan perkawinan merupakan unsur yang sangat penting bagi
keabsahan dan kekuatan suatu perkawinan. Hal ini dimaksudkan untuk
melindungi warga negara dalam membangun sebuah keluarga, selain
pencatatan perkawinan dapat memberikan kepastian dan perlindungan serta
kekuatan hukum bagi suami, istri dan anak-anak dan juga memberikan
jaminan perlindungan terhadap hak-hak tertentu yang timbul dalam
perkawinan yaitu hak dan kewajiban. kewajiban suami, istri, hadhanah dan

hak waris.”®

75 Liky Faizal, Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan, Fakultas Syariah
IAIN Raden Intan Lampung, 2013, HIm.59
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Mayoritas masyarakat lebih menyukai cara mudah untuk menikah
tanpa pencatatan, seperti melangsungkan pernikahan di luar negeri, baik tanpa
izin wali nikah maupun poligami. Perkawinan yang dilakukan tanpa
pencatatan akan menimbulkan masalah dalam status perkawinan karena
perkawinan tersebut tidak diakui oleh negara dan tidak mempunyai kekuatan
hukum.

Hukum pencatatan pernikahan tidak dapat ditemukan dalam Al Quran
dan Hadis namun ada ayat Al Quran yang mengharuskan untuk mencatat
segala transaksi muamalah agar adanya bukti autentik yang sangat diperlukan
untuk menjaga kepastian hukum yaitu dalam firman Allah SWT dalam Surah
Al Bagarah ayat 282 :

f
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu

bermu‘amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan,

hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang

penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan

janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah

mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah

orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis

itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan

janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. (QS.
Al-Bagarah(2):282)

8QS. Al-Bagarah(2):282
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Berdasarkan ayat tersebut jelaslah bahwa pencatatan perkawinan
bertujuan untuk mewujudkan tertib perkawinan dalam masyarakat. Hal ini
merupakan upaya yang diatur dalam undang-undang untuk melindungi
martabat, kesejahteraan, dan kesucian (mitsagan ghalidhan) perkawinan, dan
lebih khusus lagi untuk melindungi perempuan dan anak dalam kehidupan
berumah tangga. Tujuan pencatatan perkawinan pada umumnya adalah untuk
mewujudkan tatanan perkawinan yang mengandung relevansi dengan
maslahah (kebaikan dan manfaat) yaitu dalam perlindungan jiwa, hak dan
kewajiban suami istri, melindungi nafkah, harta bersama, hak waris dan hak

anak.””

Antara dampak pernikahan siri yang akan menjejaskan kepada

kemaslahatan rumah tangga termasuklah juga kepada istri dan anak yaitu:
1) Terhadap istri

Pernikahan siri sangat merugikan kedudukan istri baik secara hukum
maupun sosial. Secara hukum, perempuan tidak dianggap sebagai istri yang
sah dan tidak berhak atas nafkah dan harta warisan sekiranya suami meninggal
dunia. Selain itu, istri juga tidak berhak atas harta sepencarian apabila terjadi
penceraian, karena secara hukum pernikahan tersebut tidak terwujud. Secara
sosial pula, istri akan sukar untuk bersosialisasi karena perempuan yang
melakukan pernikahan siri dianggap tinggal serumah dengan laki-laki tanpa

ikatan yang sah dan halal.

7 Pristiwiyanto, Fungsi Pencatatan Perkawinan dan Implikasi Hukumnya,
Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam, Vol.11, No.1, 2018, HIm. 46
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2) Terhadap anak

Anak-anak yang dilahirkan di luar pernikahan atau pernikahan tidak
tercatat, selain dianggap anak tidak sah, juga mempunyai hubungan perdata
hanya dengan ibu dan keluarga ibu sedang hubungan perdata dengan bapaknya
tidak ada. Oleh itu, anak hasil pernikahan siri ini tidak berhak atas biaya
kehidupan dan pendidikan, nafkah dan warisan dari bapaknya. Selain itu,
bapak juga tidak bisa menjadi wali nikah kepada anak tersebut karena tidak
ada kekuatan hukum dalam hubungan mereka sebagai bapak dan anak yang

sah.



BAB TIGA
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH RENDAH SYARIAH
NEGERI PULAU PINANG TERHADAP PERWALIAN
ANAK
HASIL NIKAH SIRI

A. Profil Mahkamah Syariah Pulau Pinang, Malaysia

Pulau Pinang adalah sebuah negara bagian yang terletak di pantai barat
laut Semenanjung Malaysia. Negara ini dibagi menjadi dua bagian oleh Selat
Melaka. Negara bagian ini merupakan pemukiman Inggris pertama di
Semenanjung Malaysia. Nama pulau ini diambil dari nama pohon sirih (daerah
catechu) dan juga disebut Tanjung Bidara sebelum dikenal sebagai Pulau
Pinang.” Pulau Pinang terletak di barat laut Semenanjung Malaysia. Luas
wilayah Pulau Pinang adalah 285 km yang benar-benar terpisah dari Seberang
Perai. Keduanya terhubung dengan layanan feri dan Jembatan Pulau Pinang
sepanjang 13,5 km. Pulau Pinang memiliki perkiraan populasi 1,6 juta orang.”

Mahkamah Syariah sebelumnya disebut Mahkamah Kadi sebelum
pemisahan antara kedua lembaga terjadi, namun telah diberi wewenang untuk
menjalankan aturan dan peraturan Hukum Administrasi Agama Islam untuk
setiap negara bagian dan distrik di Malaysia. Yurisdiksi yang diberikan adalah
seperti perkawinan, perceraian, keluarga serta pemukiman kecil .8 Mahkamah
Syariah menjalankan fungsi terpisah dengan Kantor Agama. Kantor Agama

melakukan pengelolaan dalam hal-hal yang berkaitan dengan umat Islam

78 Diakses melalui https://www.penang.gov.my/index.php/pengumuman/s-
general/info-penang/9-sejarah, pada tanggal 30/5/2022, pada jam 12.22 malam

79 Diakses melalui https://ms.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Pulau_Pinang,
pada tanggal 30/5/2022, pada jam 12.11 malam

80 Diakses melalui https://www.ikim.gov.my/index.php/2003/03/19/bidang-kuasa-
mahkamah-syariah-di-malaysia-satu-pengenalan-ringkas/, pada tanggal 30/5/2022, pada jam
3.33 petang
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seperti zakat, Baitulmal, dakwah, pendidikan, pengelolaan masjid dan
sebagainya berdasarkan kewenangan masing-masing negara bagian di
Malaysia.5! Saat ini, semua Mahkamah Syariah memiliki manajemen terpisah
dari Departemen Agama Islam. Mahkamah Syariah telah mengubah
identitasnya menjadi Kantor Peradilan Syariah Negara. Sebagian besar negara
bagian menjadikan Majelis Legislatif Negara sebagai lembaga tertinggi dan
diikuti oleh Dewan Agama dan Seremonial, Departemen Mufti, Departemen

Peradilan Syariah, dan Departemen Agama Islam.®?

Kantor Peradilan Syariah Penang (JKSNPP) didirikan berdasarkan
pasal 42 (1), (2) dan (3) Undang-Undang Administrasi Urusan Agama Islam
Pulau Pinang 1993. Keberadaannya dilaksanakan pada 1 Juni 1994
berdasarkan VVolume Lembaran Negara Pulau Pinang 40 Nomor 8 tanggal 11
April 1996. Sejak perkembangannya hingga 2 Januari 1997, Departemen
Peradilan Syariah Negara Bagian Pulau Pinang dikelola bersama dengan
Departemen Agama Islam Negara Bagian Pulau Pinang (JAIPP). Departemen
Kehakiman Syariah Negara Bagian Pulau Pinang dipisahkan dari Manajemen
JAIPP pada tanggal 1 Januari 1997 dan memiliki manajemen sendiri, dengan
Departemen Kehakiman Syariah Negara Bagian Pulau Pinang dipimpin oleh
Hakim Ketua Syariah Negara Bagian Pulau Pinang. Jajaran yang telah
disetujui oleh Perbendaharaan Malaysia untuk departemen ini pada awalnya

adalah 54 departemen menurut Surat Perintah Kepegawaian Nomor 68 Tahun

81 Diakses melalui https:/jaipp.penang.gov.my/index.php/info-
utama/bahagian/penguatkuasaan, pada tanggal 31/1/2022, pada jam 14.40

8 Diakses melalui https://ms.
Wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Syariah_di_Malaysia, pada tanggal 31/1/2022,
pada jam 11.32 malam
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1996 yang mulai berlaku sejak tanggal 2 Mei 1996. Kemudian ditambah
menjadi 88 jabatan sesuai Surat Perintah Kepegawaian Nomor 2006.%

Yurisdiksi Mahkamah Syariah adalah sebagaimana diatur oleh
Konstitusi Malaysia. Amandemen Pasal 121 (1A) Konstitusi Federal pada
tahun 1988 memberikan yurisdiksi kepada Mahkamah Syariah terpisah dari
Pengadilan Sipil untuk bebas dari intervensi pengadilan biasa dan dianggap
setara. Hal ini karena, kedudukan Mahkamah Syariah dikenal sebagai
pengadilan yang membahas hukum pribadi umat Islam.?* Kekuasaan
Mahkamah ~Syariah berada di bawah undang-undang negara bagian.
Departemen Mahkamah Syariah Pulau Pianng bertanggung jawab untuk
mengelola, mengadili dan memutuskan kasus di semua tingkat Mahkamah
Rendah, Mahkamah Tinggi dan Pengadilan Banding, dalam pengelolaan Mal,

Jinayat dan Faraid.

Punca undang-undang keluarga Islam terdapat di dalam Al-Quran
adalah karena mengandung ajaran dan pedoman yang diwahyukan oleh Allah
SWT kepada manusia dan ajaran tersebut telah diterangkan serta diberi contoh
oleh Nabi Muhammad SAW. Baginda telah memberi pedoman serta cara
bagaimana ajaran-ajaran Al-Quran itu boleh dilaksanakan dalam kehidupan di
dunia ini. Kemudian, undang-undang Islam dahulunya telah dikembangkan
pelaksanaannya oleh Khulafa’ Ar-Rasyidin, usaha Ulama’ serta ahli hukum
yang berusaha menggunakan ijtihad mereka untuk menggunakan dan
menerangkan ajaran Al-Quran dan As Sunnah bagi menyelesaikan masalah

yang dihadapi dalam kehidupan. Pada zaman moden Kini, undang-undang

8Diakses melalui
https://jksnpp.penang.gov.my/index.php/en/component/osmap/?view=html&id=1, pada
tanggal 31/1/2022, pada jam 11.00 malam

8Diakses melalui https://www.bharian.com.my/rencana/lain-

1ain/2022/03/929096/kuasa-kedudukan-mahkamah-syariah-dijamin-perlembagaan, pada
tanggal 30/5/2022, pada jam 3.56 petang
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tersebut telah dipengaruhi oleh perundangan dan keputusan-keputusan
mahkamah. Oleh itu, punca dan asas undang-undang Islam telah ditegaskan
berdasarkan firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 59 yaitu:
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah oian
taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian
jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka
kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul
(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan
hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan

lebih baik akibatnya.(QS. An-Nisa(4):59)

Menurut perundangan Malaysia, Undang-undang Keluarga Islam
merupakan suatu undang-undang untuk orang Islam bagi mengatur
peruntukan-peruntukan tertentu undang-undang kekeluargaan islam mengenai
pernikahan, penceraian, nafkah, hadhanah, dan lain-lain yang berkaitan
dengan kehidupan sebuah keluarga. Setiap individu di Malaysia merujuk
kepada undang-undang kekeluargaan mengikut negeri masing-masing. Antara
beberapa undang-undang Islam yang ditetapkan bagi penduduk Pulau Pinang

adalah:

8 QS. An-Nisa(4):59
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1. Enakmen Pentadbiran Agama Islam(Negeri Pulau Pinang) 2004.

2. Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam(Negeri Pulau Pinang)
2004,

Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah(Negeri Pulau Pinang) 1996.
Enakmen Tatacara Jenayah Syariah(Negeri Pulau Pinang) 2004.
Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah(Negeri Pulau Pinang) 2004.

I

Enakmen Keterangan Tatacara Mal Mahkamah Syariah(Negeri Pulau
Pinang) 2004.
7. Kaedah-kaedah Sulh(Negeri Pulau Pinang) 2006.

B. Putusan Mahkamah Rendah Syariah Negeri Pulau Pinang

terhadap Perwalian Anak Hasil Nikah Siri

Mengenai kasus perwalian anak dari pernikahan berantai, terkait tanpa
alasan yang kuat di Mahkamah Rendah Syariah Pulau Pinang terkait dengan
penetapan wali bagi anak dari pernikahan berantai. Sebagai dasar perkara
perwalian anak dari pernikahan siri di Mahkamah Rendah Syariah Pulau
Pinang, penulis mengajukan perkara perwalian anak dari pernikahan siri yang
telah terjadi dan diputus di Mahkamah Rendah Syariah Penang karena alasan
tersebut.

Kasus Mal Perkara Nomor 07004-051-0412-2020 yaitu Permohonan
Wali Raja menurut Pasal 18 (1) (c) dan (2) Undang-Undang Keluarga Islam
Penang 2004, telah mengajukan dalil gugatannya sebagai berikut.

Pemohon yaitu Nur Wadihan Nabilah Binti Ariffin® telah hadir ke
Kantort Agama Daerah Barat Daya pada tanggal 27 Agustus 2020 untuk

membuat permohonan kebenaran bernikah. Namun dari hasil pemeriksaan

86 pemohon: Nur Wadihan Nabilah Binti Ariffin



77

ternyata terdapat keraguan dalam surat nikah orang tua Pemohon bahwa
Pemohon lahir pada tanggal 1 Maret 1996 sedangkan tanggal perkawinan
orang tuanya adalah 10 Desember 1998. Ayah Pemohon Ariffin Bin
Muhammad mengatakan bahwa ia dan istrinya menikah di Thailand dan
menikah lagi pada 10 Desember 1998 sebagaimana tercatat dalam Surat
Pernikahan Negeri Pulau Pinang. Pemohon mengalami kesulitan untuk
menikah dalam waktu dekat dan Manajemen Kantor Agama Kabupaten Barat
Daya mengajukan ke pengadilan untuk memeriksa dan mempertimbangkan
permohonan tersebut.

Pemohon dan orang tuanya telah hadir di pengadilan untuk
memberikan bukti atas permohonan perkawinan yang diajukan oleh pemohon
serta perkawinan oleh orang tuanya. Berdasarkan informasi dari ayah
pemohon, ia menikah dengan istri pertamanya, Saridah Binti Abu Thalib pada
tahun 1989 di Gelugor, Penang. Setelah itu, ia ingin menikahi ibu pemohon
(istri kedua), Nur Wahidah Binti Abdul Wahab, tetapi pada awalnya, istri
pertama, Saridah Binti Abu Thalib, setuju untuk berpoligami. Setelah ayah
pemohon membuat surat poligami, istri pertamanya tiba-tiba berubah pikiran
dan meminta cerai jika ingin melanjutkan pernikahan kedua. Oleh karena itu,
ayah pemohon memutuskan untuk menikah dengan ibu pemohon pada tanggal
14 Juli 1992 di Provinsi Satun, Thailand dan ayah pemohon telah memperoleh
surat izin dari wali pihak wanita.

Pada hari pernikahan, wali perempuan tidak hadir dan orang tua
pemohon dinikahkan oleh jurunikah Thailand. Namun, ketika kembali ke
Malaysia, orang tua pemohon lambat untuk mengkonfirmasi pernikahan di
kantor agama dan ini mengakibatkan anak mereka (pemohon) dikategorikan
sebagai anak haram. Oleh karena itu, pengadilan memerintahkan orang tua

pemohon untuk menikah lagi untuk melegalkan pernikahan mereka karena
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status pernikahan mereka dipertanyakan secara hukum Islam.8’Orang tua
pemohon telah dinikahkan semula di kantor agama pada tanggal 10 Desember
1998.

Yang menjadi permasalahan disini adalah Pemohon akan
melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya, Muhammad Farid Bin
Abdul Rasyid sebelum tanggal 25 September 2020 karena semua kelengkapan
dan persiapan pernikahan telah dilakukan, termasuk pengumuman kepada
teman dan anggota keluarga lainnya tentang pernikahan tersebut. tanggal dan
upacara pernikahan. Namun setelah dilakukan pemeriksaan yang dilakukan
oleh Panitera Nikah, Talak dan Rujukan Muslim di kantor agama Kabupaten
Barat Daya terhadap pemohon, ternyata pemohon tidak memiliki wali nasab
lain menurut hukum Islam dan pernikahan perlu dirujuk ke Mahkamah
Rendah Syariah.

Maka Putusan Pengadilan: Pengadilan menyetujui permohonan nikah
Wali Raja dinyatakan bersalah menurut hukum Islam. Setelah Pengadilan
memeriksa semua fakta dan memeriksa semua dokumen dan setelah
Pengadilan menerima sumpah istizhar pemohon untuk mendukung

permohonannya:

1. Mahkamah menyetujui permohonan ini berdasarkan Bagian 18 (1)
dari Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Pulau Pinang 2004.

2. Setelah Mahkamah memeriksa dan mendengar keterangan Pemohon
dan saksi-saksi dari para Pemohon, maka Mahkamah dengan ini
menyatakan bahwa Pemohon telah memenuhi persyaratan Pasal 13

(b) Undang-Undang Keluarga Islam Tahun 2004 bahwa Pemohon

87 Diambil daripada keputusan hakim Mahkamah Rendah Syariah Pulau Pinang,
Nomor Kasus 07004-951-0412-2020
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tidak memiliki wali nasab menurut hukum Islam karena anak tidak
sah statusnya.

3. Akad nikah antara pemohon dan calon suaminya harus dinikahkan
dengan wali raja dan dilaksanakan di negara bagian Pulau Pinang
saja.

C. Dasar Pertimbangan Hakim terhadap Perwalian Anak Hasil
Nikah Siri

Putusan tersebut disahkan oleh Hakim Mahkamah Rendah Syariah
Pulau Pinang. Pertama, Pengadilan harus memastikan bahwa pengadilan ini
berada di bawah yurisdiksi untuk mengadili dan memutus perkara Mal Nomor
07004-051-0412 Tahun 2020. Dimana pada saat pemohon mengajukan
permohonan hakim wali adalah penduduk Negara Bagian Penang yang
beralamat di 98 Halaman Mayang 1, Bayan Baru, 11950 Bayan Lepas,
Penang. Oleh karena itu, Mahkamah telah meyakinkan Pemohon berdasarkan
Kuasa Subordinasi Pengadilan Syariah Pulau Pinang, berdasarkan hal-hal

sebagai berikut:

(1) Dalam mana-mana kes berikut, iaitu:
(a) jika salah satu pihak kepada perkahwinan yang dicadangkan itu
adalah di bawah umur yang dinyatakan dalam seksyen 8.
(b) jika pihak perempuan adalah seorang janda yang tersabit oleh
subseksyen 14(3), atau,
(c)jika pihak perempuan tidak mempunyai wali dari nasab, mengikut

Hukum Syarak,
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Maka Pendaftar hendaklah, sebagai ganti bertindak di bawah seksyen 17,
merujuk permohonan itu kepada Hakim Syarie yang mempunyai bidang kuasa

di tempat perempuan itu bermastautin.s

Berdasarkan ketentuan di atas, pengadilan berpendapat bahwa
pemohon perlu menikah dengan menggunakan wali hakim. Sebab, ada
keraguan dalam surat nikah orang tua pemohon. Pemohon bermaksud untuk
menikah dalam waktu dekat dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Panitera
Nikah, Cerai dan Ruju’ umat Islam Kecamatan Barat Daya, maka perkawinan
pemohon harus dirujuk ke Pengadilan Negeri Syariah karena tidak memiliki
wali nasab menurut hukum islam.

Dasar hukum perkawinan dengan menggunakan wali hakim, dalam
hukum Islam ditetapkan adanya wali hakim adalah suatu upaya untuk
melaksanakan perkawinan yang telah direncanakan baik oleh calon pengantin
suami maupun istri yang bermula dari calon pengantin tidak memiliki wali
daripada garis keturunan. Sedangkan perkawinan adalah suatu keharusan
karena wanita ingin dinikahkan dengan laki-laki yang sekufu, dapat membayar
mahar, walaupun tidak ada wali nasab maka hakim yang bertindak menjadi

wali dari perkawinan tersebut. Hal ini berdasarkan hadits Nabi SAW bersabda:
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Artinya: Dari Aisyah R.a bahwa Rasulullah SAW bersabda:

“Perempuan yang nikah tanpa izin walinya, maka nikahnya

8 Seksyen 18 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Pulau
Pinang(2004)
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batal. Jika laki-laki telah mencampurinya, maka dia wajib
membayar mahar untuk kehormatan yang telah dihalalkan
darinya, dan jika para wali enggan menikahkan maka hakim
dapat menjadi wali bagi perempuan yang tidak mempunyai

wali.”

Kemudian Mahkamah memeriksa masalah-masalah utama sebelum
memutuskan kasus tersebut. Masalah pertama: Mengapakah berlakunya itshat

nikah sekiranya pasangan tidak melakukan pendaftaran nikah?

Terkait tentang kasus pernikahan orang tua pemohon adalah
disebabkan pernikahan yang tidak didaftarkan di Pejabat Agama Islam
Malaysia. Anak sudah dilahirkan pada tanggal 1 Mac 1996 manakala tanggal
pernikahan kedua orang tua pemohon adalah pada 10 Disember 1998. Bapa
pemohon mengatakan bahwa dia sudah bernikah di Thailand dan dinikahkan
semula pada 10 Disember 1998 seperti yang tercatat dalam Surat Pernikahan
Negeri Pulau Pinang. Oleh itu, anak yang dilahirkan tersebut disahkan anak
tidak sah taraf. Berdasarkan Seksyen 25 Enakmen Undang-Undang Keluarga
Islam Negeri Pulau Pinang 2004 “Perkahwinan selepas tarikh yang
ditetapkan tiap-tiap orang yang bermastautin dalam Negeri Pulau Pinang dan
perkahwinan tiap-tiap orang yang tinggal di luar negeri tetapi bermastautin
dalam Negeri Pulau Pinang hendaklah didaftarkan mengikut Enakmen ini. "%

Oleh karena itu, anak hasil nikah siri atau dikenali dengan anak tidak
sah taraf hendaklah berwalikan wali hakim dan wali pihak perempuan juga

telah bersetuju terhadap pernikahan diakadkan oleh wali Raja mengikut

8 Seksyen 25 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Negeri Pulau
Pinang(2004)
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Hukum Syarak.*® Mahkamah hanya menghukum berdasarkan apa yang
dizahirkan sahaja sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang bermaksud:

Teds ¥ o5 s SLLG 12155 O

Maksudnya: Maka hakim dapat menjadi wali bagi perempuan

yang tidak mempunyai wali.

Setelah meneliti semua kertas kausa, keterangan dan hujahan, maka

adalah dihakimkan seperti berikut:

1. Mahkamah meluluskan permohonan ini berdasarkan Seksyen
18 (1)(c) Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri
Pulau Pinang Tahun 2004.

2. Akad nikah di antara pemohon dan pasangannya yang bernama
Muhammad Farid bin Abdul Rashid hendaklah diakad
nikahkan dengan Wali Hakim.®*

3. Pernikahan ini hendaklah dilaksanakan di negeri Pulau Pinang

sahaja.

% Seksyen 13 Enakmen Keterangan Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Pulau
Pinang(2004)

91 Diambil daripada Keputusan Hakim Mahkamah Rendah Syariah Pulau Pinang,
Nomor Kasus Mal 07004-951-0412-2020
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D. Tinjauan Hukum Islam dan Enakmen Undang-undang terhadap
putusan pertimbangan Hakim dalam kasus perwalian anak hasil

nikah siri

Menurut perkara ini, perkawinan orang tua pemohon adalah sah
menurut hukum Islam karena telah memenuhi rukun-rukun perkawinan tetapi
tidak sah menurut hukum negara. Hal ini karena, hukum Malaysia sangat
menekankan administrasi pernikahan sebagai bukti pernikahan dan memiliki
kekuatan hukum di negara tersebut. Oleh karena itu, perkawinan orang tua
pemohon tidak sah menurut hukum negara. Anak tersebut dikategorikan
sebagai anak tidak sah taraf dan ayahnya tidak dapat menjadi wali
perkawinannya. Menurut hukum Islam, konsep status hukum mengacu pada
pengakuan yang diperoleh dari anak sebagai anak yang sah kepada ayahnya.
Namun, menurut para ahli hukum, perolehan dapat terjadi dengan tiga cara.
Pertama, melalui perkawinan yang sah atau fasid antara kedua orang tua anak.
Kedua, ada hubungan seksual yang baik antara seorang pria dan seorang
wanita. Ketiga, melalui pengakuan yang dilakukan oleh ayah bahwa anak
tersebut adalah anaknya.

Pasangan yang menikah di luar negeri seperti Thailand disebabkan
pernikahan tersebut merupakan pernikahan poligami dimana wanita dalam
pernikahan tersebut menjadi istri kedua, ketiga atau keempat. Oleh karena itu,
permohonan poligami di negara bagian Pulau Pinang harus mendapatkan izin
dari Mahkamah Syariah, namun ada pasangan yang mengambil jalan keluar
yang mudah dengan menikah di luar negeri. Sebagian besar alasan yang
diberikan antara lain ketika istri yang ada menentang, tidak ingin istri yang

ada mengetahui tentang pernikahan dengan istri baru, atau untuk menghindari
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deteksi pihak-pihak tertentu seperti majikan, keluarga atau otoritas agama
setempat.

Perkawinan tanpa seizin kantor agama Islam negara atau yang dikenal
dengan perkawinan urut sudah banyak terjadi, di antaranya jurunikah
melakukan akad nikah pasangan non-mukim tanpa izin meskipun ada wali
atau jurunikah yang bertindak sebagai wali hakim tetapi tanpa tauliah atau
tauliah telah tamat dan tidak mengikuti prosedur. Jika anda terjebak dengan
pernikahan yang tidak mengikuti aturan, kemungkinan besar menyebabkan
akad nikah menjadi tidak sah karena beberapa pihak tidak mempedulikan
rukun pernikahan yang sempurna. Sebagian orang beranggapan jika
pernikahan sudah disetujui kabul, berarti sudah selesai. Namun, jika hubungan
yang dilakukan oleh pasangan itu ilegal maka mereka hidup dalam perzinahan.
Oleh karena itu, jika anak tersebut lahir dari hubungan tersebut, maka anak
tersebut dianggap tidak sah dan akan menimbulkan masalah perwalian jika
anak perempuan tersebut ingin menikah nanti.®?

Dari aspek perkawinan, perkawinan siri tetap sah menurut ketentuan
syariah dan pelakunya tidak dianggap telah melakukan kemaksiatan sehingga
dikenakan sanksi hukum. Sebab, suatu perbuatan akan dianggap kemaksiatan
dan berhak mendapatkan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut
dikategorikan melakukan sesuatu yang haram dan meninggalkan kewajiban
yang telah ditetapkan syariat. Pernikahan siri sah jika memenuhi syarat dan
ketentuan perkawinan tetapi perkawinan tersebut tidak dicatatkan pada Kantor
Agama dan pasangan suami istri tersebut tidak memiliki surat-surat sebagai
bukti bahwa mereka telah menikah. Jika ditanya oleh pihak anti maksiat,

pasangan tersebut tidak dapat membuktikan bahwa mereka telah menikah

92Diakses melalui
https://www.bharian.com.my/rencana/komentar/2021/03/793192/nikah-guna-sindiket-jejas-
masa-depan-isteri-anak, pada tanggal 31/5/2022, pada jam 12.53 malam
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kecuali dengan membawa saksi dan wali nikah ke pengadilan dan mereka
semua dapat dikenakan sanksi dan penjara.

Namun harus juga dipahami oleh semua masyarakat bahwa tidak
semua pernikahan di luar negeri sah menurut hukum Islam. Apalagi untuk
acara pernikahan yang menggunakan jasa sindikat. Songkhla merupakan salah
satu Provinsi di Thailand Selatan yang juga terdapat kantor Konsulat Jenderal
Malaysia. Konsulat Malaysia mengeluarkan surat konfirmasi pernikahan
untuk setiap pasangan yang menikah secara sah di Thailand. Surat ini sangat
penting dalam proses pencatatan perkawinan di Malaysia sebagai bukti bahwa
perkawinan tersebut telah dilakukan melalui Majelis Agama Islam di salah
satu wilayah di Thailand. Jika perkawinan tersebut melalui sindikat, maka
surat tersebut tidak akan dikeluarkan oleh konsulat.

Oleh karena itu, semua pasangan yang menikah di luar negeri harus
terlebih dahulu mendaftarkan pernikahan di Kantor Agama namun sekiranya
terdapat keraguan baik dari segi hukum atau dokumen maka perlu
mendapatkan pengesahan di Mahkamah Syariah untuk menentukan sahnya
pernikahan menurut hukum syariah sebelum mendaftarkan pernikahan di
kantor agama. Setelah kembali ke Malaysia dengan membawa dokumen
lengkap (termasuk surat konfirmasi dari Konsulat Malaysia di Songkhla),
pasangan harus pergi ke Kantor Agama Islam terdekat dan menyerahkan
formulir pendaftaran pernikahan asing. Biasanya petugas yang memberikan
formulir akan menjelaskan apa saja yang perlu dilakukan, termasuk salinan
dokumen yang perlu dilampirkan pada formulir permohonan. Adapun
dokumen-dokumen yang diperlukan antara lain akta nikah, surat konfirmasi
nikah dari Majelis Agama Islam di Thailand, foto bersama calon pengantin
dan saksi, surat ijab kabul dari Konsulat Malaysia di Songkhla, hasil tes HIV,
akta nikah (untuk pernikahan pertama), fotokopi surat nikah. akta nikah/cerai

sebelumnya (jika ada) dan beberapa dokumen lainnya.
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Pencatat nikah akan memeriksa semua dokumen, dan kasusnya akan
dibawa ke pengadilan syariah untuk proses penyelidikan tentang prinsip dan
syarat pernikahan di luar negeri. Setelah pengadilan menegaskan bahwa
pernikahan itu sah, maka akan dikeluarkan perintah pengadilan dan pasangan
harus mendaftarkan pernikahan di kantor agama untuk mendapatkan akta
nikah Malaysia. Namun jika perkawinan tersebut tidak sah, maka perkawinan
tersebut harus dibatalkan atau diakui sebagai kawin lagi. Setelah itu, pasangan
tersebut harus membuat akad nikah baru jika masih ingin bersama sebagai
suami istri yang sah. Biasanya perkawinan itu haram karena tidak
menggunakan hakim wali yang ditunjuk oleh pemerintah. Kasus seperti ini
sering terjadi pada perkawinan yang menggunakan jasa sindikat dimana
mereka menggunakan wali yang tidak sah.

Oleh karena itu, pasangan yang ingin menikah misalnya di Thailand
dengan alasan antara lain tidak mendapatkan izin wali atau poligami tanpa izin
istri harus terlebih dahulu mendapatkan surat izin menikah di luar negeri dari
Mahkamah Tinggi Syariah dan Kantor Agama di daerah masing-masing. Ini
akan melibatkan beberapa langkah seperti mengikuti kursus pra-nikah,
mendapatkan surat izin poligami jika ingin berpoligami dan sebagainya. Jika
pernikahan di Thailand diadakan dan Anda mendapatkan surat izin untuk
menikah di luar negeri, proses pendaftaran pernikahan Thailand di Malaysia
akan lebih mudah karena memenuhi persyaratan dan aturan yang diatur dalam
undang-undang.

Menurut Syeikh Wahbah al-Zuhaili nasab adalah penyandar paling
kukuh yang berdirinya sebuah keluarga karena mengikat unit-unit keluarga
dengan ikatan atas asas pertalian darah. Selain itu, pemeliharaan nasab juga
salah satu daripada magasid syariah yang lima. Hal ini bersesuaian dengan
firman Allah SWT dalam Surah Al-Furgan ayat 54 yaitu:
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Artinya: “Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air

lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah
dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa.”(QS. Al-Furgan(25):54)

Menurut Sayyid Sabig dalam bukunya yang berjudul Figh Al Sunnah
mengatakan bahwa ‘Pernikahan yang telah memenuhi syarat dan rukun
pernikahan adalah sah karena telah terpenuhinya ketentuan syariat”.
Pencatatan pernikahan bukanlah rukun dan syarat pernikahan namun menjadi
kewajiban dalam perundangan sahaja. Tidak ada ayat Al-Qur'an atau Sunnah
Nabi yang khusus tentang pencatatan perkawinan. Bagaimanapun, penetapan
hukum dapat ditentukan oleh beberapa proposisi lain dengan merujuk pada
Al-Quran dan As-Sunnah, karena tentu saja tidak semua masalah ini
disebutkan secara rinci dalam Al-Quran dan Hadis Nabi. Dalam hal
pencatatan perkawinan sekurang-kurangnya didasarkan pada beberapa hal

dalil-dalil hukum seperti berikut ini:

Antaranya Qiyas, yaitu menganalogikan hukum suatu peristiwa tidak
ada ketentuan eksplisit dalam Al-Qur'an atau Sunnah (furu’) peristiwa yang
hukumnya ditegaskan oleh nash Al-Qur'an atau Sunnah (asal) karena
kesamaan illat atau alasan hukum. Dalam Al-Qur‘an surat al-Bagarah ayat 282
diperintahkan agar manusia melakukan pencatatan piutang. Pencatatan ini
untuk menghindari keributan dalam hal terjadi kelupaan atau penolakan salah

satu pihak.

9 QS. Al-Furgan(25):54
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Maksudnya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu
bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan,

hendaklah kamu menuliskannya...”

Pencatatan perkawinan jelas dimaksudkan untuk memberikan jaminan
hukum kepada istri agar sikap suami yang berlaku tidak sewenang-wenang.
Ketika seorang suami memperlakukan istrinya secara sewenang-wenang,
maka istri dapat membawanya ke pengadilan. Mengingat bahwa tujuan hukum
Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan, maka kemaslahatanlah yang
harus menjadi pertimbangan utama dalam penetapan hukum. Tatanan
perkawinan tentu jauh lebih problematis daripada membiarkan umat Islam
menikah ‘secara tidak sah', sehingga menimbulkan pertengkaran dan
perpecahan dalam keluarga. Menurut konsep Maslahah Mursalah, yaitu
meskipun rekaman tersebut tidak memiliki penegasan khusus terhadap nash,
namun rekaman tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat,
setidaknya dalam hal perlindungan agama (hifdz al-din), harta benda (hifdz al-
mal), dan keturunan (hifdz al-nasl aw'irdh). Hal ini karena tanpa adanya
pencatatan dapat terjadi pengingkaran dari pihak suami yang mengakibatkan
pengabaian tanggung jawab dalam memberikan nafkah, bahkan adanya
penolakan suami terhadap anak yang lahir dari rangkaian perkawinan tersebut
seperti anak tidak dapat memperoleh nafkah. akta kelahiran karena tidak ada

akta nikah orang tuanya. %

Semua perkawinan yang dilakukan di luar negeri harus didaftarkan di
kantor agama mana pun yang berdekatan dengan alamat tempat tinggal
pemohon. Perlu dipahami oleh semua masyarakat bahwa tidak semua

pernikahan di luar negeri sah menurut hukum Islam. Apalagi untuk acara

9 Iffah Muzammil, Figh Munakahat, (Kota Tangerang: Tira Smart, 2019), him. 87
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pernikahan yang menggunakan jasa sindikat. Oleh karena itu, semua pasangan
yang menikah di luar negeri harus terlebih dahulu mengkonfirmasi pernikahan
di Mahkamah syariah untuk menentukan bahwa pernikahan itu sah menurut
hukum syariah. Setelah pengadilan menegaskan bahwa pernikahan itu sah,
maka perintah akan dikeluarkan oleh pengadilan dan pasangan harus
mendaftarkan pernikahan di kantor agama untuk mendapatkan akta nikah
Malaysia. Hal ini bertepatan seperti dalam Seksyen 31 yaitu:

(1) Jika seseorang yang bermastautin dalam Negeri Pulau Pinang telah
berkahwin di luar negeri dengan sah mengikut Hukum Syarak, bukannya
satu perkahwinan yang didaftarkan di bawah seksyen 24; maka orang itu
hendaklah, dalam masa enam bulan selepas tarikh perkahwinan itu, hadir
dihadapan Pendaftar Perkahwinan, Perceraian dan Ruju’ Orang Islam yang
berhampiran sekali atau yang terdapat dengan paling senang di luar negeri
untuk mendaftarkan perkahwinan itu, dan perkahwinan itu, setelah
didaftarkan, hendaklah disifatkan sebagai didaftarkan di bawah Enakmen
ini.

(2) Jika sebelum tamat tempoh enam bulan itu, salah satu atau kedua-dua
pihak kepada perkahwinan itu dijangkakan akan kembali ke Negeri Pulau
Pinang dan perkahwinan itu belum didaftarkan di luar negeri, maka
pendaftaran perkahwinan itu hendaklah dibuat dalam masa enam bulan
selepas salah satu atau kedua-dua pihak itu mula-mula sampai di Negeri
Pulau Pinang dengan cara pihak itu atau kedua-dua pihak itu hadir di

hadapan mana-mana Pendaftar dalam Negeri Pulau Pinang dan

(a) mengemukakan kepada Pendaftar itu surat perakuan
perkahwinan atau apa-apa keterangan, sama ada lisan atau
dokumentar, yang boleh memuaskan hati Pendaftar bahawa

perkahwinan itu telah berlaku;
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(b) memberi apa-apa butir sebagaimana yang dikehendaki oleh
Pendaftar untuk pendaftaran sewajarnya perkahwinan itu; dan

(c) memohon dalam borang yang ditetapkan supaya perkahwinan itu
didaftarkan dan menandatangani akuan di dalamnya.®®

Diantara dampak yang akan timbul akibat kegagalan pasangan
menikah di luar negeri untuk mencatatkan pernikahannya khususnya di

Thailand Selatan, antara lain:

1. Tidak ada catatan pernikahan di kantor agama Islam manapun di
Malaysia.

2. Sulitnya membuat akta kelahiran di National Registration
Department Malaysia karena tidak memiliki akta nikah Malaysia.

3. Mempersulit proses pendaftaran sekolah anak karena setiap tahun 1
pendaftaran memerlukan akta nikah orang tua.

4. Siistri digantung tanpa ikatan tetapi tidak dapat menuntut haknya di
Mahkamah Syariah.

5. Anak-anak tersebut tidak memiliki Akta Kelahiran seperti yang
diberitakan di media setiap hari, akibatnya anak-anak tersebut
terjebak dengan masalah sosial karena tidak bisa bersekolah di

sekolah umum.

% Seksyen 31 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Pulau
Pinang(2004)
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Tabel di bawah menunjukkan statistik permohonan nikah di
Mahkamah Rendah Syariah Negeri Pulau Pinang dari tahun 2015 sehingga
2020.

TAHUN JUMLAH | DILULUSKAN DALAM
REKOD DITOLAK | PROSIDING

2015 24 22 2 -

2016 23 18 ) -

2017 18 15 3 -

2018 28 20 8 -

2019 20 16 3 i,

2020 10 5 3 2
Jumlah 123 96 24 3
keseluruhan

Tabel 1: Statistik Jumlah Permohonan Nikah 2015-2020 di Mahkamah
Rendah Syariah Negeri Pulau Pinang

Berdasarkan tabel di atas, statistik menunjukkan bahwa rekod jumlah
aplikasi konfirmasi pernikahan dari tahun 2015 hingga 2020 semakin
meningkat setiap tahunnya. Jumlah akta nikah yang dimohonkan pada tahun
2015 tercatat sebanyak 24 kasus, yang disetujui hanya 22 kasus, sisanya 2
kasus ditolak. Pada 2016, tercatat sebanyak 23 permohonan, 18 kasus disetujui
dan lima kasus ditolak. Pada tahun 2017 tercatat sebanyak 18 kasus, 15 kasus
disetujui dan tiga kasus ditolak. Sedangkan pada 2018, tercatat 28 kasus, 20
kasus disetujui, sisanya 8 kasus ditolak. Sedangkan pada 2019, tercatat 20
kasus, 16 kasus disetujui, namun tiga kasus ditolak dan sisanya satu kasus
masih dalam proses penyidikan di pengadilan. Pada tahun 2020 tercatat
sebanyak 10 kasus, lima kasus disetujui, tiga kasus ditolak dan dua kasus

sisanya masih dalam proses penyidikan di pengadilan. Dengan demikian, total
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kasus selama enam tahun dari 2015 hingga 2020 adalah 123 kasus dimana 96
kasus telah disetujui. Tabel 2 di atas menjelaskan bahwa total 24 kasus ditolak
dan tiga kasus masih dalam proses (proses penyidikan).

Selanjutnya, jika pengadilan menyatakan bahwa perkawinan yang
dilakukan di luar negeri tidak sah, maka pasangan tersebut perlu menikah lagi.
Itsbat nikah atau dikenal dengan istilah nikah asal adalah suatu ketentuan
perkawinan suami istri yang telah dilaksanakan menurut ketentuan Islam
dengan terpenuhinya syarat dan rukun nikah, tetapi perkawinan tersebut belum
tercatat di Kantor Agama dalam hal ini di Bagian Pencatatan Perkawinan
tempat tinggal seseorang. Hal ini untuk mendapatkan akta nikah dan kemudian
akta nikah tersebut dibawa ke Departemen Pencatatan Nasional untuk
pencatatan anak. Jika perkawinan terjadi di luar negeri dan perkawinan
tersebut dicatatkan di Kantor Agama Islam, maka pasangan tersebut perlu
kawin lagi untuk menegaskan perkawinannya. Setelah kawin kembali, anak
yang lahir dalam perkawinannya dikatakan anak tidak sah taraf karena tanggal
lahirnya lebih awal dari tanggal pernikahan semula kedua orang tuanya di
Malaysia.

Setiap pasangan yang menikah di luar negeri harus terlebih dahulu
memperoleh akta nikah di mahkamah syariah sebelum mendaftarkan
pernikahan di kantor agama. Prosesnya sangat penting karena tidak semua
pernikahan yang diadakan di luar negeri adalah sah, apalagi jika pernikahan
tersebut menggunakan jasa sindikat. Sebagian besar pasangan menganggap
hubungan mereka sah setelah disetujui dan tidak ingin pergi ke pengadilan
syariah untuk mengkonfirmasi pernikahan mereka. Biasanya mereka akan
terus hidup bersama seperti pasangan lainnya. Ketika anak mereka lahir,
masalah akan mulai muncul ketika mencoba untuk mendaftarkan kelahiran

anak tersebut.
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Anak tidak sah taraf juga disebut sebagai anak luar nikah dalam bahasa
umum. Namun, ada sedikit perbedaan antara istilah anak tidak sah taraf dan
anak luar nikah. Anak tidak sah taraf merupakan istilah khusus menurut
perspektif hukum, sedangkan anak luar nikah mengacu pada perspektif figh.
Anak yang tidak sah tidak dapat diwariskan kepada orang yang menyebabkan
kelahirannya atau kepada siapa pun yang mengaku sebagai ayah dari anak
tersebut. Oleh karena itu mereka tidak dapat mewarisi, tidak dapat menjadi
mahram dan tidak dapat menjadi wali. Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis
Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia (“Muzakarah Fatwa
Kebangsaan”) telah membahas tentang Anak Tak Sah Taraf dan memutuskan

sebagai berikut:

1. Anak tidak sah taraf adalah anak yang lahir di luar perkawinan baik
akibat perzinahan atau perkosaan dan bukan dari persetubuhan
syubhah atau bukan dari anak hasil perbudakan.

2. Anak-anak yang lahir kurang dari 6 bulan lunar menurut Kalender

Lunar sejak orang tuanya menikah.®®

Isu anak tidak sah taraf menjadi topik hangat di kalangan masyarakat
Malaysia. Hal ini bermula ketika pengadilan banding mengizinkan seorang
anak tidak sah taraf untuk diwarisi dari ayahnya meskipun ia lahir kurang dari
6 bulan kamariah dari tanggal pernikahan orang tuanya sebagaimana diatur
dalam hukum Islam. Menurut aturan yang ditetapkan oleh National
Registration Department (JPN), anak yang lahir dari pasangan Muslim di luar
negeri (kebanyakan menikah di Thailand) juga merupakan anak tidak sah taraf

selama pasangan tersebut tidak mendaftarkan pernikahannya menurut hukum

%Diakses melalui https://www.peguamsyarie.com.my/anak-tidak-sah-taraf-
bagaimana-taraf-mereka/, pada tanggal 15/3/2022, pada jam 14.51
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Malaysia saat masalah pencatatan pernikahan tidak terkait dengan penilaian
anak karena ia lahir dari pernikahan yang sah di Thailand.

Berdasarkan hukum islam, nasab merupakan nikmat yang paling besar
yang diturunkan oleh Allah SWT kepada hambaNya sebagaimana firman
Allah SWT yang berbunyi:

s Vg G2l Wlasd 1520 (G e Gl ) 53
1B 35 D155

Artinya: Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air
lalu dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah

dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa.

Dalam ayat tersebut dijelaskan, bahwa nasab adalah nikmat
yang datangnya dari Allah. Hal ini dipahami dari kata faja'alahu
nasaba. Nasab juga merupakan salah satu dari lima magashid al-
syariah. Menurut Hanafiah, anak tersebut diwariskan kepada suami
dari ibu yang melahirkan dengan syarat anak tersebut lahir enam bulan
setelah pernikahan. Jumhur Ulama menambahkan dengan syarat suami
istri telah melakukan hubungan badan. Jika perkawinan kurang dari
enam bulan, maka anak tersebut dapat diwariskan kepada suami ibu.
Batasan enam bulan ini berdasarkan kesepakatan para ulama, bahwa
minimal hamil adalah enam bulan. Hal ini mereka ambil dari
pemahaman beberapa ayat Al-Qur'an, diantaranya firman Allah SWT

dalam Surat Al Ahgaf ayat 15, yaitu:
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Artinya : “Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat
baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya
dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah
(pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga
puluh bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya
sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah
aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau
berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku dan supaya aku
dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhai; berilah
kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan) kepada anak
cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan
sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah
diri"(QS. Al-Ahqgaf (46):15)

%7 QS. Al-Ahgaf(46):15
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Dan firman Allah SWT lainnya berbunyi:

/////
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Artinya: Dan Kami perintahkan kepada m/anusia (berbuat baik)
kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya
dalam keadaan lemah  yang bertambah-tambah, dan
menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan
kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah
kembalimu.(QS. Al-Lugman(31):14)

Dalam surah ini dijelaskan bahwa masa hamil dan
menyusui adalah 30 bulan, tanpa ada perincian masa
menyusui dan masa kehamilan. Surah Lugman ayat 14 di atas
menjelaskan bahwa masa menyusui adalah dua tahun atau 24
bulan. Maklum, masa kehamilan minimal enam bulan. Oleh
karena itu, menurut syariah, anak yang lahir kurang dari enam
bulan kehamilan dianggap sebagai anak luar nikah. Menurut
sebagian fugaha menerima anak adalah sah jika sang ayah
mengakui dan menerima anak tersebut, tetapi dengan syarat
ia tidak mengakui bahwa itu adalah hasil dari suatu hubungan
sebelum pernikahannya. Seorang anak yang lahir setelah
enam bulan perkawinan atau lebih dari jangka waktu itu
dianggap sebagai anak yang sah, kecuali jika bapak
menolaknya melalui proses lain (sworn charge). Dalam hal
ini, anak akan dipidana karena keturunan kepada ibunya

meskipun ibunya mengaku berselingkuh.
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Menurut Seksyen 2 (Tafsiran) dalam Enakmen Undang-Undang
Keluarga Islam menyatakan bahwa wali hakim adalah wali yang ditauliahkan
oleh Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong atau Duli Yang Maha
Mulia Sultan atau Raja untuk menikahkan perempuan yang tidak mempunyai
wali nasab mengikut hukum syarak.® Menurut Ahmad al-Hasri mengatakan
bahwa wali hakim adalah sultan atau hakim atau sesiapa saja yang dilantik dan
diberikan kuasa kepadanya untuk mejadi wali ketika ketiadaan wali khas
dengan sebab pertalian keluarga dan sebagainya. Berdasarkan takrifan ini,
dapat disimpulkan bahwa wali hakim adalah hakim atau kadi yang diberikan
kuasa oleh sultan dalam sesebuah negara Islam untuk bertindak sebagai wali
nikah kepada perempuan yang tidak ada wali untuk melangsungkan

pernikahan.

Oleh karena itu, anak yang lahir bukan dari pernikahan yang sah, fasid
atau syubhah dianggap anak luar nikah atau anak tidak sah taraf dan tidak
dapat dinasabkan kepada ayahnya. Jika perkawinan tersebut diwalikan oleh
wali yang tidak sah tanpa sepengetahuan anak, maka perkawinan tersebut
harus difaragkan(dibubarkan). Pernikahan anak tidak sah taraf dapat
dilakukan dengan menggunakan wali hakim sebagaimana ditentukan oleh
Pengadilan, yaitu: “Jika suatu perkawinan melibatkan seorang wanita yang
tidak memiliki wali dari garis keturunan, menurut Hukum Syarak, perkawinan
itu harus dilangsungkan hanya oleh wali Raja.” Seseorang yang berhak
menjadi wali selain wali Hakim atau Wali Raja adalah wali yang memiliki
hubungan nasab yang sah dengan wanita yang menjadi walinya. Hubungan
garis keturunan yang sah menurut hukum Islam ini merupakan unsur penting

untuk menjamin sahnya suatu perkawinan atau sebaliknya. Oleh karena itu,

98 Seksyen 2 Enakmen Keterangan Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Pulau
Pinang(2004)
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Mahkamah berwenang untuk memfaragkan nikah wali dengan wali yang tidak
memenuhi syarat.

Tabel di bawah menunjukkan statistik permohonan wali hakim di
Mahkamah Rendah Syariah Negeri Pulau Pinang dari tahun 2017 sehingga
2022. Statistik menunjukkan bahwa terdapat banyak kasus yang perlu kepada
permohonan pelantikan wali hakim termasuklah kasus anak tak sah taraf dan
tidak mempunyai wali nasab mengikut hukum syarak. Pihak mahkamah juga
memaklumkan bahwa kebanyakan atau mayoritas permohonan adalah
diluluskan dan hanya sedikit permohonan yang ditolak atas alasan-alasan

tertentu.
Tahun Jumlah Diluluskan Ditolak
Rekod
2017 44 42 2
2018 47 46 1
2019 55 53 2
2020 52 50 2
2021 37 36 1
2022 11 11 -
Jumlah keseluruhan 246 238 8

Tabel 2: Jumlah Pernohonan Wali Hakim pada tahun 2017-2022 di
Mahkamah Rendah Syariah Barat Daya Negeri Pulau Pinang
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Statistik yang tercatat dari tahun 2017 hingga 2022 mengalami
penurunan setiap tahunnya. Jumlah permohonan wali adalah 44, namun hanya
42 permohonan yang disetujui dan dua permohonan ditolak. Pada tahun 2018,
jumlah permohonan perkara sebanyak 47 permohonan dan 46 permohonan
perkara yang disetujui sedangkan satu permohonan ditolak. Sedangkan pada
tahun 2019, jumlah permohonan wali hakim di mahkamah bertambah 55
permohonan, 53 permohonan dikabulkan dan dua permohonan ditolak. Pada
tahun 2020 tercatat sebanyak 52 permohonan dan 50 permohonan disetujui
sedangkan dua permohonan ditolak. Selanjutnya, pada tahun 2021, jumlah
aplikasi adalah 37, namun, 36 aplikasi disetujui dan satu aplikasi ditolak. Pada
tahun 2022, pengadilan mencatat total 11 permohonan dan semuanya disetujui
dan tidak ada permohonan yang ditolak. Dengan demikian, total permohonan
wali hakim selama enam tahun yaitu dari tahun 2017 hingga 2022 sebanyak
246 permohonan perkara. Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa total 238

aplikasi disetujui dan delapan aplikasi kasus ditolak karena alasan tertentu.



BAB EMPAT
KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Bab terakhir ini merupakan bab penutup, dimana penulis akan
menarik beberapa kesimpulan dari uraian pada bab sebelumnya.
Dalam bab ini penulis juga akan menyebutkan beberapa sarana yang
dianggap penting dan berguna untuk penyusunan skripsi ini, di antara
kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Setelah meneliti bukti-bukti dan dalil-dalil, penulis dapat
menyimpulkan bahwa dasar pertimbangan hakim Mahkamah
Rendah Syariah Barat Daya Pulau Pinang terkait kasus hak
asuh anak dari perikahan siri. Dengan mengacu pada Seksyen
18 (1) (c) dari Undang-Undang Keluarga Islam Penang 2004,
Pengadilan harus yakin bahwa masalah ini berada di bawah
yurisdiksi Mahkamah Rendah Syariah Pulau Pinang
berdasarkan Seksyen 13 dari Undang-Undang Hukum
Keluarga Islam Pulau Pinang 2004. Pengadilan merasa puas
hati bahwa Pengadilan ini berwenang mengadili dan memutus
perkara hak asuh anak dari perkawinan siri ini, Mahkamah
berpendapat bahwa perkawinan orang tua pemohon sah
menurut hukum Islam karena telah memenuhi rukun-rukun
perkawinan tetapi tidak sah menurut hukum negara. Hal ini
karena, hukum Malaysia sangat menekankan administrasi
pernikahan sebagai bukti pernikahan dan memiliki kekuatan
hukum di negara tersebut. Oleh karena itu, perkawinan orang
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tua pemohon tidak sah menurut hukum negara. Anak tersebut
dikategorikan sebagai anak haram dan ayahnya tidak dapat

menjadi wali perkawinannya

. Dalam syariat Islam pada prinsipnya melangsungkan
perkawinan di luar negeri diperbolehkan sepanjang memenuhi
dan menyempurnakan rukun dan syarat perkawinan. Penetapan
wali bagi anak hasil perkawinan siri menurut syariat yaitu
perwalian kepada ayah biologis tetapi jika perkawinan tersebut
sah menurut syariat dan telah dibuktikan bahwa anak tersebut
lahir dalam perkawinan yang sah. Hal ini disebabkan karena
perkawinan suri tetap sah menurut ketentuan syariah dan
pelakunya tidak dianggap telah melakukan kemaksiatan
sehingga dikenakan sanksi hukum. Namun harus juga
dipahami oleh semua masyarakat bahwa tidak semua
pernikahan di luar negeri sah menurut hukum Islam. Apalagi
untuk acara pernikahan yang menggunakan jasa sindikat. Oleh
karena itu, semua pasangan yang menikah di luar negeri harus
terlebih dahulu melegalkan pernikahan di pengadilan syariah
untuk menentukan sahnya pernikahan menurut hukum syariah

sebelum mendaftarkan pernikahan di kantor agama.
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3. Berdasarkan Undang-Undang Keluarga Islam (2004),
menjelaskan bahwa jika pengantin wanita tidak memiliki wali
nasab lain menurut hukum Islam, maka hakim menggantikan
wanita tersebut. Anak tidak sah taraf merupakan istilah
khusus menurut perspektif hukum, sedangkan anak luar nikah
mengacu pada perspektif figh. Anak yang tidak sah tidak
dapat diwariskan kepada orang yang menyebabkan
kelahirannya atau kepada siapa pun yang mengaku sebagai
ayah dari anak tersebut. Oleh karena itu mereka tidak dapat
mewarisi, tidak dapat menjadi mahram dan tidak dapat
menjadi wali. Dapat dirumuskan bahwa pengangkatan wali

bagi anak pernikahan siri adalah wali hakim.
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B. SARAN

Menurut penulis ada beberapa hal yang disarankan dengan harapan

dapat memberi manfaat bagi semua kalangan, khususnya bagi masyarakat

yang berhasrat ingin melakukan perwalian anak nikah siri:

1)

2)

3)

Melalui penelitian ini, penulis menyarankan untuk penelitian
berikutnya mengkaji terkait, perbedaan anak luar nikah dan
anak tidak sah taraf menurut figh dan perundangan. Hal apa
yang menyebabkan anak menjadi tidak sah taraf. Dan
bagaimana jika berlakunya perwalian anak nikah siri dilakukan
oleh bapa kandungnya apakah nikah itu fasid atau batal.
Peneliti juga menyarankan untuk penelitian berikutnya untuk
mempelajari dampak melakukan pernikahan di luar negara.
Demi kebaikan dalam  kehidupan berumah tangga,
kesejahteraan dan kelangsungan hidup anak dan istri, untuk
mendapatkan sepenuhnya hak dan kewajiban dalam kehidupan
mereka dan dipandang baik dalam masyarakat.

Diharapkan kepada peneliti yang lain dapat meneruskan
penelitian berkaitan pernikahan siri di Thailand ini demi
kepentingan dan manfaat bersama. Seterusnya, dapat
membantu memberi kesedaran dan pendedahan yang mantap

kepada masyarakat setempat.
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Lamp t-
Hal : Penelitian Ilmiah Mahasiswa
Kepada Yth,

1. Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang
2. Pejabat Agama Islam Daerah Barat Daya

3. Mahkamah Tinggi Syariah Pulau Pinang

4. Mahkamah Rendah Syariah Barat Daya Pu

Assalamu’alaikum Wr.Wh.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : NOR AMIRAH BINTI ISHAK / 180101125
Semester/Jurusan : VII / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
Alamat sekarang : Sungai Ara, Pulau Pinang

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka
penulisan Skripsi dengan judul Perwalian Anak Hasil Nikah Siri

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami
mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 26 Oktober 2021

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,

[OEK, 23T

Berlaku sampai : 31 Desember s
2021 Dr. Jabbar, M.A.

Lampiran 2: Surat Penelitian Mahasiswa
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BORANG MS 26
mAH SYARIAH

ENAKMEN TATACARA MAL MAHKA
(NEGERI PULAU PINANG)

[Subseksyen 113(1)]
A
£RAH BARAT DAY

DALAM MAHKAMAH RENDAH SYARIAH DA
DALAM NEGERI PULAU PINANG

KES MAL NO : __ 03e04- 05! - 0A|D -0
pEIlOHON

NURWADIHAN NABILAH BINTI ARIFFIN

(No. KIP
- yang
Saya, NURWADIHAN NABILAH BINTI ARIFFIN (No. K/P : pulau
960 Bayan Lepas:
pah dan

beralamat Berhadapan 98 Halaman Mayang 1 Bayan Baru 11 -
Pinang adalah Pemohon di dalam permohonan ini. Pemohon dengan ini bersu

berikrar menyatakan seperti berikut

yang sempurna untuk mengikrarkan afidavit ini. (Sesalinan Kad
Pemohon disertakan di Ekshibit NA-1)
Segala fakta yang dinyatakan di dalam afidavit ini adalah di dalam pe
saya sendiri kecuali yang dinyatakan sebaliknya.

Lampiran 3 : Surat Pernyataan Pemohon
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£ n Ruju’

6. Setelah siasatan dibuat oleh Pendaftar Perkahwinan, perceraian d:an eayd
Orang Islam Daerah Barat Daya ke atas diri saya maka didapati pernika A
rat Daya berikutan tia

perlu dirujuk ke Mahkamah Rendah Syariah Daerah Ba Deerah
wali nasab mengikut hukum Syarak. (Sesalinan Surat Pejabat Agama

Barat Daya disertakan di Ekshibit NA-5)
kepada Mahkamah

Oleh yang demikian Pemohon dengan rendah diri memohon
yang mulia perintah seperti berikut :
Hakim di bawah

a. Mensabmg_aﬁ pernikahan secara Wali
Keluarga Islam

Seksyen 18 (1) (c) dan (2) Undang-Undang

‘Pulau Pinang 2004;

b. Apa-apa perintah atau relif yang difikirkan perlu dan wajar
Mahkamah yang mulia ini.

Diangkaiésmmh pada

Di |
Oleh NURWADIHAN NABILAH BINT! ARIFFIN
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Lampiran 4 : Surat Keterangan Pejabat Agama
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Lampiran.5: Surat Laporan Siasatan Mahkamah
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BORANG MS 3

ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH
(NEGERI PULAU PINANG) 2004
[Seksyen 13 (1)]

PERMOHONAN
DALAM MAHKAMAH RENDAH SYARIAH DAERAH BARAT DAYA
DALAM NEGaRI PULAU PINANG

KES MAL NO :

NURWADIHAN NABILAH BINTI ARIFFIN y j{@ﬂ'\“""
'y

i

(No. K/IP . & )

h mah__pada & haribhlaﬁ 9 7202013m ‘
mah:pelintahbam

mend:

‘lMensabiﬂ(an p%‘n at
(2) Undang-Undang _uama lslam Pulau

o
X

Lampiran 6 : Surat Permohonan Wali Hakim
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BORANG MS 28

ENAKMEN TATACARA MAL MAHKAMAH SYARIAH
(NEGERI PULAU PINANG) 2004

[Subseksyen 135(3))
PERINTAH/PENGHAKIMAN

DALAM MAHKAMAH RENDAH SYARIAH DAERAH BARAT DAYA
DI NEGERI PULAU PINANG

KES MAL NO : 07004-051-0412-2020

PEMOHON

NURWADIHAN NABILAH BI
o - NTI ARIFFIN

DI HADAPAN

TUAN MOHDVHAFIZ BIN IDRIS

HAKIM MAHKAMAH RENDAH SYARIAH DAERAH BARAT DAYA

NEGERI PULAU PINANG

PADA 22HB SEPTEMBER 2020 DALAM KAMAR - Y

PERINTAH WALI RAJA

ATAS PERMOHONAN Pemohon yang dinamakan di atas dan SETELAH MAHK:OM::\
membaca, meneliti dan menilai Notis Permohonan bertarikh 01hb SEPTEMBER 2020

MBER 2020 dan

hati, MAKA

Afidavit beserta ekshibit-ekshibit yang diikrarkan pada 01hb SEPTE
SETELAH MAHKAMAH mendengar keterangan pemohon dan setelah berpuas

ADALAH DIPERINTAHKAN bahawa:
1. Mahkamah membenarkan permohonan Wali Raja ini menurut hukum syarak;d
2. Akad nikah di antara NURWADIHAN NABILAH BINTI ARIFFIN (NO.
. dengan MUHAMMAD FARID BIN ABDUL RASHID (NO. KI/IP . _ . .___
hendaklah diakad nikahkan dengan berwalikan Wali Raja.

PERINTAH INI DITANDATANGANI DAN DIMETERAI DI BAWAH

Bertarikh : 22hb. SEPTEMBER 2020

METERAI

PERINTAH INI disediakan oleh Mahkamah Renda
Pulau, 11000 Balik Pulau, Pulau Pinang.

Lampiran 7 : Surat Keterangan Mahkamah
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5 Kes: Seksyen 18 (1)(c) Wali Raja
Alasan Ringkas:

ndang Keluarga

Kes ini diden i g
gar dan diputuskan dibawah seksyen 18(1)(c) Enakmen Undang Uyal bidangkuasa

Islam Negeri Pulau Pinang 2004 setelah Mahkamah ini berpuashatl lanya mempun
berdasarkan seksyen 4 dan 13 (b) Enakmen.

saksl pemohon

Setelah Mahkamah menyiasat dan mendengar keterangan Pemohon dan Saksl- da

et kehen
maka dengan ini Mahkamah berpuashati bahawa alasan Pemohon telah memenuhl
seksyen 13 (b) EUUKIPP 2004 iaitu Pemohon:

i- Tiada Wali Nasab mengikut hukum syarak;

a. Saudara Baru / Muallaf ( )

b. Anak Tak Sah Taraf ()
ii-  Wali tidak dapat di temui / Ghaib ¢ 3
iii- Wali Enggan memberikan persetujuannya tanpa

sebab yang mencukupi

Keputusan:

i i ikemukakan ke
Setelah Mahkamah mendengar keterangan Pemohon dan sal;sn;(sar:zln y:anngg. cc’jikemukakan e
Mahkamah dan setelah Mahkamah meneliti ‘segala fakta dan doku o p e Wiong
Mahkamah ini dan (setelah Mahkamah menerima sumpabh istizhar p B Mrkan
peannihonannya (jika periu)) Maka dengan ini mahkamah memutuskan

bahawa:

ut
1. Mahkamah meluluskan permohonan nikah secara Wali Raja ini di sabitkan Mengik
. Ma

Hukum Syarak,
d Nikah di ~ antara Pemohon dan Pasangannya yang
2. Aka '
bernama §'\-"~QM‘?~'—-A\W ........ AW o4 Cawen W . No.KIP .
EINAMA. . Seerassssssnstss
- T hendaklah diakad nikahkan dengan Wali Raja.
B s, TTTPTTTT PRSP eeeses

3. Pernikahan ini hendaklah di laksanakan di negeri Pulau Pinang sahaja.
4 e

Hakim,

M hb.... \.20.2°0)

Lampiran 8 : Surat Keterangan Keputusan Hakim
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Lampiran 9 : Surat Keterangan Nikah di Thailand
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Lampiran10 : Surat Akuan Nikah di Thailand
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ARGA ISLAM,
AL EHWAL AGAMA

. Kesukaran dalam men
kebenarar kahwi
perempuan Kerana periu

......
SRS Aei il Sl T T

. Menyulitkan urus

harta sepencaria
sekiranya berlaku kemal
seorang dari pasangan.

Lampiran 11 : Templete Nikah Tanpa Izin
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MAKSUD NIKAH TANPA

Lazimnya perkahwinan ini terjadi kerana
tidak mendapat persetujuan atau tanpa
pengetahuan wali atau isteri yang sedia ada
(poligami).

Ciri-ciri nikah tanpa izin:

+ Tidak mendapat kebenaran bertulis dari
Pendaftar Nikah, Cerai dan Ruju'

+ Tidak mendapat kebenaran berpoligami
dari mahkamah bagi lelaki yang sudah
beristeri.

BAGAIMANA NIKAH TANPA I2
+ Wali

+ Poligami

+ Hamil Luar Nikah

+ Masalah Khalwat

* Ingin Cepat dan Mudah
+ Perbelanjaan Kahwin Yan
+ Didalangi Sindiket

+ Kewarganegaraan

WALI
Keengganan wali menikahkan kerana tidak
setuju dengan bakal pengantin lelaki

POLIGAMI

Pasangan ambil jalan mudah berkahwin
untuk elak diketahui oleh isteri yang sedia
ada

HAMIL LUAR NIKAH

Nikah untuk menutup malu atau dipaksa
berkahwin

MASALAH KHALWAT ’
Nikah untuk elak disabitkan kesalahan
khalwat atau menutup malu

INGIN CEPATDAN MUDAH .

Beranggapan proses nikah cepat dan mudah.
Tidak perlu menjalani prosedur dan Undang-
Undang berkaitan nikafpoligami

PERBELANJAAN KAHWIN YANG TINGGI
Tidak berupaya menyediakan hantaran serta
perbelanjaan kahwin yang tinggi sedangkan
diThailand hanya perlu bayar mas kahwin
dan bayaran lain yang lebih murah

.

~——

Terdapat warganegara asing yang mengambil
kesempatan berkahwin dengan warga

tempatan dengan tujuan mendapat tempoh

visa yang panjang unuk tinggal lebih lama
bagi memudahkan mereka berniaga atau

| bekeradiMalaysia,

e

Wmcmw DILAKUKA&[INTUK
AFTAR NIKAH TANPA IZIN ~

Hadir ke Pejabat Agama Daerah (m/mambuat
permohonan Perintah Pengesahan
Pendaftaran Perkahwinan (4P)

Fail pendaftaran dibuka sekiranya dokumen
lengkap dan siasatan dilakukan

Mendapat surat rujukan Pengesahan Nikah
untuk hadir ke Mahkamah Syariah

Daftar permohonan Pengesahan Nikah di
Mahkamah yang diarahkan

ONF| \ & 11 dan Avahan Pendaftaran Mahkamah Syariah
KEFAH&NAMA&UNDMG-

A\ j Menerima Perintah Pengesahan Perkahwinan
Kurang kefahaman agama & Undang-Undang ‘
berkaitan perni bkanfamai | Membuat bayaran pendaftaran pernikahan di

untuk didaftar di Pejabat Agama Daerah

Pejabat Agama Daerah dan menerima sijil
serta kad nikah

Hadir untuk siasatan di Bahagian

Pengutkuasaan dan tunggu tarikh
perbicaraan

\

Mendapat perintah mahkamah
dan membayar penalti yang ditetapkan-

o™

S
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

Identitas Diri

Nama
Tempat/Tanggal Lahir
Jenis Kelamin
Pekerjaan/NIM
Agama

Kebangsaan

Status

Alamat

Email

Data Orang Tua
Nama Ayah
Nama Ibu
Pekerjaan Ayah
Alamat

Riwayat Pendidikan
Tahun 2006-2011
Tahun 2012-2017
Tahun 2018-2022

: Nor Amirah Binti Ishak
: Perak, Malaysia /29 Agustus 1999
: Perempuan
: Mahasiswa /180101125
. Islam
: Malaysia
: Belum Nikah
: Sungai Ara, Pulau Pinang, Malaysia
: ismiamirahishak29 @gmail.com

> Ishak Bin Mohd Noor
: Misramawarti
: Supir
: Sungai Ara, Pulau Pinang, Malaysia

: Sekolah Rendah Kebangsaan Teluk Kumbar

: Sekolah Menengah Agama Maahad Al Mashoor
: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh,
Indonesia

Malaysia, 1 JUNI 2022
Penulis,

(g

—-——/

NOR AMIRAH BINTI ISHAK



